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A. Irfan Wahyudi Mus, E13110006, Dampak Penerapan Air Defense 
Identification Zone (ADIZ) Tiongkok Terhadap Keamanan Nasional Jepang, 
di bawah bimbingan H. Darwis selaku Pembimbing I, dan Pusparida 
Syahdan, selaku Pembimbing II, Jurusan Ilmu Hubungan Internasional, 
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Hasanuddin. 
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dampak penerapan air defense 
identification zone (ADIZ) Tiongkok di Laut Tiongkok Timur terhadap kebijakan 
luar negeri Jepang dan hubungan bilateral antara Jepang dengan Tiongkok, serta 
strategi pemerintah Jepang dalam menanggapi penerapan ADIZ Tiongkok ini. 
Penelitian ini menggunakan metode deskriptif analitik, dengan teknik 
pengumpulan data yaitu telaah pustaka, jenis data yang digunakan adalah data 
sekunder yaitu data yang diperoleh dari literatur-literatur, buku-buku, dokumen, 
jurnal, dan informasi yang diakses melalui internet yang berkaitan dengan 
masalah yang dibahas dan teknik analisis yang digunakan penulis dalam penulisan 
ini adalah teknik analisis data kualitatif adapun data kuantitatif merupakan data 
pelengkap untuk menjelaskan data kualitatif. 
Hasil Penelitian ini menunjukkan bahwa penerapan ADIZ Tiongkok 
mendapat respon negatif dari pemerintah Jepang. Pemerintah Jepang dengan tegas 
menyatakan tidak mengakui ADIZ Tiongkok ini. Penerapan ADIZ ini telah 
memperburuk hubungan Jepang dengan Tiongkok. Hal ini dikarenakan cakupan 
wilyah ADIZ Tiongkok telah melewati batas teritoriaal Jepang, bahkan ADIZ 
Tiongkok telah mengklaim wilayah kepulauan Senkaku atau Diayou. Situasi ini 














A. Irfan Wahyudi Mus, E13110006, the impact of Chinese Air Defense 
Identification Zone (ADIZ) against the national security of Japan, under the 
guidance of H. Darwis as Supervisor I, and Pusparida Syahdan, as the 
Supervisor II, Department of International Relations, Faculty of Social and 
Political Sciences Hasanuddin University. 
This study aims to determine the impact of the air defense identification zone 
(ADIZ) in China East China Sea to Japan's foreign policy and bilateral relations 
between Japan and China, as well as the Japanese government's strategy in 
response to ADIZ China's application. This study used a descriptive analytical 
method, the data collection techniques are literature review, the type of data used 
is secondary data, the data obtained from the literature, books, documents, 
journals, and information accessible via the Internet relating to issues discussion 
and analysis techniques used by the author in this paper is a qualitative data 
analysis techniques as for quantitative data is supplementary data to explain the 
qualitative data. 
The results of this study indicate that the application of the Chinese ADIZ 
received a negative response from the Japanese government. The Japanese 
government clearly states ADIZ China does not recognize this. Application of this 
ADIZ has aggravated relations between Japan and China. This is because the 
coverage region of China has crossed the line ADIZ teritoriaal Japan, even ADIZ 
China has claimed territory or Diayou Senkaku islands. This situation has 
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A. Latar Belakang 
 Kedaulatan yang menjadi ciri utama dari suatu negara masih menjadi suatu 
menjadi isu sensitif. Meskipun telah terjadi pergeseran dari national security ke 
human security namun isu perbetasan masih menjadi topik utama dalam dunia 
internasional. Hal ini dikarenakan masih seringnya terjadi konflik masalah 
kedaulatan suatu negara.  Ada dua jenis kedaulatan yang berkaitan dengan negara: 
kedaulatan internal berarti penyelenggaraan otoritas di dalam sebuah wilayah 
tertentu dan terhadap orang-orang tertentu; yang kedua, kedaulatan eksternal 
meliputi pengakuan dari negara-negara lain sebagai pihak yang sah yang berhak 
bertindak bebas di dalam urusan-urusan internasional.
1
  
 Kedaulatan internal adalah kekuasaan tertinggi di mana negara memiliki 
batas-batas melebihi batas-batas yang dimiliki oleh warga negara terhadap dirinya 
sendiri, negara memiliki hak-hak dalam pengambilan keputusan tertinggi, dan di 
mana negara memiliki hak-hak dalam penegakan kewenangan. Sedangkan, 
kedaulatan eksternal merupakan perwujudan dari prinsip kedaulatan internal, dan 
menunjukkan bahwa dalam hubungan internasional, setiap negara berada pada 
posisi berdaulat. Asumsi dari kedaulatan eksternal adalah tidak adanya otoritas 
tertinggi dalam konsep internasional. 
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 Pada abad 19 ke belakang, perhatian konsep hubungan internasional 
difokuskan terutama pada kedaulatan internal. Namun seiring dengan 
perkembangan zaman dan pemikiran para ahli, pada abad ke-20an ini, kedaulatan 
eksternal telah menduduki tahap pusat dalam konsep hubungan internasional. 
Karena pada zaman sekarang, masalah yang berkaitan dengan kedaulatan 
eksternal negara tidak hanya sangat memanaskan perdebatan di kalangan sarjana 
tetapi juga meningkatkan jauhnya perbedaan pendapat antar masyarakat 
internasional untuk mendefinisikan identitas mereka sendiri dan untuk 
membentuk masa depan mereka sendiri yang bebas dari gangguan eksternal.
2
 
 Masalah kedaulatan yang dalam hal ini menyangkut wilayah dari suatu 
negara masih menjadi pangkal dari sebuah perseteruan antar negara. Masih 
banyak terjadi kasus-kasus sengketa wilayah yang terjadi di beberapa belahan 
dunia. Salah satu sengketa wilayah yang masih belum menemui titik penyelesaian 
adalah sengketa kepulauan Senkaku di Laut Timur antara Tiongkok dengan 
Jepang.  
 Kepulauan Senkaku menjadi aktor tambahan dalam perjalanan hubungan 
bilateral Tiongkok dengan Jepang. Fluktuatifitas hubungan bilateral antara 
Tiongkok dengan Jepang dalam beberapa tahun terakhir ini salah satunya 
dipengaruhi oleh sengketa Pulau Senkaku. Kepulauan Senkaku memang hanyalah 
sebuah kepulauan kecil tanpa penghuni, namun kepulauan ini kaya akan sumber 
minyak. Suatu laporan PBB tahun 1969 yang dikutip oleh GlobalSecurity.org, 
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 Filsafat Kompasiana, http://filsafat.kompasiana.com/2011/04/17/konsep-kedaulatan-
356402.html, diakses tanggal 20 Juli 2014 
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dilakukan oleh Komisi Ekonomi PBB untuk Asia dan Timur Jauh (ECAFE) 




 Selain itu, wilayah penangkapan ikan di sekitar Senkaku dapat menjadi 
penting bagi Jepang yang memiliki rasio swasembada pangan yang sangat rendah.  
Apalagi setelah gempa bumi Maret 2011 di Jepang yang diikuti dengan tsunami 
serta bencana nuklir telah memberi kerugian besar untuk Jepang. Alasan-alasan 
inilah yang menandai pemicu saling klaim yang dilakukan oleh Tiongkok dan 
Jepang. 
 Pada tanggal 23 November 2013, Tiongkok melalui Kementrian 
Pertahanan Nasionalnya mengumumkan bahwa Tiongkok sudah membuat ADIZ 
(Air Defense Identification Zone) baru yang tumpang-tindih dengan Jepang di 
Laut Tiongkok Timur. Kedua ADIZ negara tersebut mencakup ruang udara atas 
Kepulauan Senkaku, yang berada di bawah pemerintahan Jepang, tetapi juga 
diklaim oleh Tiongkok, yang menyebutnya Kepulauan Daioyutai.
4
 
ADIZ merupakan zona bagi keperluan identifikasi dalam sistem 
pertahanan udara bagi suatu negara, dimana zona tersebut pada umumnya 
terbentang mulai dari wilayah territorial negara yang bersangkutan hingga 
mencapai ruang udara di atas laut bebas yang berbatasan dengan negara tersebut, 
namun penetapan ADIZ yang demikian tidak dimaksudkan untuk memperluas 
                                                           
3
Richard P. Greenfield, Kepulauan Senkakau, Apa yang Dipertaruhkan?, 
http://apdforum.com/id/article/rmiap/articles/online/features/2012/10/03/ senkaku-islands-
dispute, diakses 15 April 2014 
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Martin Sieff, ADIZ Baru Tiongkok dan Aturannya yang Keras Menjadi Bumerang, 
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kedaulatan negara pemilik ADIZ atas laut bebas yang tecakup dalam ADIZ negara 
itu. ADIZ dibentuk atas dasar keperluan identifikasi dalam sistem pertahanan 
udara bagi suatu negara, dimana zona tersebut pada umumnya terbentang mulai 
dari wilayah territorial negara yang bersangkutan hingga mencapai ruang udara di 
atas laut bebas yang berbatasan dengan negara tersebut. Zona ini mewajibkan 
pesawat sipil maupun militer untuk melaporkan rencana penerbangannya. 
Dasar hukum pendirian ADIZ adalah praktek internasional yang telah 
menjadi hukum kebiasaan internasional (Customary International Law). Pasal 38 
(1) Statuta Mahkamah Internasional menyebutkan Hukum kebiasaan internasional 
merupakan salah satu sumber hukum yang diakui oleh negara-negara pada 
umumnya. Hukum kebiasaan berasal dari praktek negara-negara melalui sikap dan 
tindakan yang diambil terhadap suatu persoalan. Bila suatu negara mengambil 
suatu kebijakan dan kebijakan tersebut diikuti oleh negara-negara lain dan 
dilakukan berkali-kali serta tanpa adanya protes atau tantangan dari pihak lain 
maka secara berangsur-angsur terbentuklah suatu kebiasaan. 
Dalam konteks sejarah pembentukan ADIZ di level internasional, pertama 
kali diperkenalkan oleh Amerika Serikat pada bulan Desember 1950, semasa 
perang Korea. Lima bulan kemudian Canada juga mengeluarkan sejumlah 
peraturan yang diberi nama : Rules for the Security Control of Air Traffic. Sama 
dengan Amerika Serikat, peraturan yang dikeluarkan oleh Kanada itu maksudnya 
untuk in the interest of national security, to identify, locate and control aircraft 
5 
 




Pada tahun 1951 Cooper telah mengajukan pendiriannya bahwa 
kedaulatan negara itu ditentukan oleh kemampuan negara-negara yang 
bersangkutan untuk menguasai ruang yang ada di atas wilayahnya. Cooper 
menyatakan : 
“....in the absenceof international agreement, that the territory of every 
state extends upward as far into space as it is physically and 
scientifically possible for any one state to control the regions of space 
directly above it”.6 
 
Teori Cooper ini telah dipergunakan oleh Amerika Serikat dan Canada 
dengan ADIZ dan CADIZ.
7
 Usaha-usaha Amerika Serikat dan Canada yang 
menetapkan beberapa bagian dari Lautan Pasifik dan Lautan Atlantik sebagai 
daerah kemanan yang disebut dengan ADIZ dan CADIZ sebenarnya bertitik tolak 
kepada pengamanan negaranya dari usaha gangguan keamanan yang mungkin 
tiba-tiba terjadi. 
ADIZ Tiongkok mengeluarkan perintah agar negara itu diberi tahu tentang 
pesawat udara apa pun yang memasuki zona tersebut meskipun pesawat tersebut 
tidak bermaksud mendarat di daratan Tiongkok. Tiongkok pada dasarnya 
menuntut bahwa setiap pesawat baik komersial atau militer yang harus 
memberitahukan niat mereka kepada aparat Tiongkok dan mematuhi aturan 
aeronautika negara tersebut atau menghadapi potensi dampak yang parah. Hal ini 
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Lembaga Pertahanan Nasional, 
http://www.lemhannas.go.id/portal/images/stories/humas/jurnal/edisi16/jurnal%20edisi%201
6_materi%208.pdf 
6 Priyatna Abdurrasyid, Pengantar Hukum Ruang Angkasa dan Space Treaty 1967, Binacipta, 
Bandung, 1977, hal. 103. 
7 Ibid, hal. 153 
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menjelaskan bahwa secara tidak langsung Tiongkok bertanggung jawab atas 
ruang udara yang mencakup kepulauan Senkaku, dengan kata lain secara de facto, 
Tiongkok mengklaim bahwa kepulauan Senkaku merupakan bagian dari 
wilayahnya. 
 Penerapan ADIZ Tiongkok di Laut Tiongkok Timur mendapat kecaman 
dari beberapa negara seperti Korea Selatan, Jepang, dan Amerika Serikat. 
Amerika Serikat melakukan operasi penerbangan rutin dengan menerbangkan dua 
pesawat bomber jarak jauh strategis B-52 yang tidak dipersenjatai di atas daerah 
sengketa di Laut Tiongkok Timur pada sebuah latihan udara. Amerika Serikat 
tidak mematuhi petunjuk Beijing seperti yang dinyatakan pada ADIZ barunya, 
yaitu mengajukan pemberitahuan sebelumnya bagi semua penerbangan, dan 
secara jelas mengindikasikan bahwa Amerika Serikat tidak mengakui ADIZ baru.
8
 
 Korea Selatan telah meluaskan ADIZ miliknya pada tanggal 14 Desember 
2012 sebagai tanggapan terhadap gerakan Tiongkok. Perdana Menteri Korea 
Selatan, Yun Byung-se mengingatkan bahwa gerakan unilateral Tiongkok hanya 
akan mengintensifkan ketegangan di Asia Timur Laut. Zona Tiongkok yang baru 
juga meliputi batu karang terendam yang dipersengketakan berikut perairan 
teritorial di sekitarnya yang diklaim oleh Tiongkok sebagai Suyan Rock, dan oleh 
Korea Selatan disebut Ieodo. Batu karang tersebut berada di selatan Pulau Jeju, di 
lepas pantai selatan Korea Selatan dan diyakini dikelilingi oleh kandungan 
mineral dan gas alam bawah laut yang bernilai tinggi. Masalah zona identifikasi 
pertahanan udara menimbulkan situasi regional yang sudah sulit, menjadi semakin 
                                                           
8 Martin Sieef, loc.cit 
7 
 




 Jepang juga melakukan respon cepat atas tindakan yang dilakukan oleh 
Tiongkok. Respon yang dimaksudkan dengan meninjau ulang kerjasama bilateral 
kedua negara. Untuk mengetahui sejauh mana respon yang diberikan oleh Jepang, 
sebelumnya maka penulis memilih judul Dampak Penerapan Air Defence 
Identification Zone (ADIZ) Tiongkok terhadap Jepang. 
B. Batasan dan Rumusan Masalah  
 Penerapan ADIZ (Air Defense Identification Zone) Tiongkok menjadi 
pemicu kembali renggannya hubungan bilateral antara Jepang dengan Tiongkok. 
Meskipun masih belum jelas respon seperti apa yang akan diperlihatkan oleh 
kedua negara, hal ini jelas akan mempengaruhi kualitas kerjasama yang dilakukan 
oleh kedua negara. 
Olehnya itu, penulis akan mengankat dua poin utama dalam proposal ini, yaitu:  
a. Bagaimana respon Jepang terhadap penerapan Air Defense Identification 
Zone Tiongkok? 
b. Bagaimana dampak penerapan Air Defense Identification Zone Tiongkok 








C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian 
1. Tujuan Penelitian 
a. Untuk menjelaskan bagaimana dampak penerapan Air Defense 
Identification Zone terhadap hubungan bilateral Tiongkok-Jepang. 
b. Untuk menggambarkan strategi pemerintah Jepang dalam menanggapi 
penetapan Air Defense Identification Zone Tiongkok di laut Tiongkok 
Timur. 
2. Kegunaan Penelitian 
a. Diharapkan dapat menjadi bahan pembelajaran bagi penulis untuk 
membuat karya ilmiah mengenai dampak penerapan Air Defense 
Identification Zone terhadap hubungan bilateral Jepang-Tiongkok. 
b. Diharapkan menjadi sumbangsih pemikiran bagi para pemerhati 
masalah perkembangan politik, militer dan hubungan bilateral antara 
Jepang dengan Tiongkok. 
 
D. Kerangka Konseptual 
 Ciri utama negara modern adalah bahwa negara mempunyai wilayah yang 
jelas, sebuah pemerintahan yang diberi otoritas kedaulatan serta pelaksanaan 
kekuasaan terhadap rakyat. Selain itu, sebuah negar juga harus memiliki 
pengakuan dari negara-negara lain. Pengakuan berarti bahwa klaim negara 
terhadap wilayah tertentu dan haknya untuk menjalankan kedaukatan terhadap 
rakyatnya diakui oleh negara-negara lain. Pengakuan bisa dalam berbagai bentuk, 
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tetapi umumnya pengakuan mencakup pembukaan hubungan diplomasi atau 
keikutsertaan dalam berbagai perjanjian dengan negara lain.
10
  
 Dalam kamus politik kedaulatan secara sederhana memiliki makna Hak 
Negara untuk melaksanakan kekuasaan penuh atas status kemerdekaanya tanpa 
boleh ada campur tangan dari pihak lain terhadap masalah-masalah internal 
maupun eksternalnya. Setiap Negara bebas untuk membuat keputusan sendiri. 
Namun, kedaulatan tidak berarti bahwa Negara memiliki kebebasan mutlak dalam 
bertindak, sebab hubungan antar Negara diatur tersendiri oleh hukum 
internasional. 
 Sementara kekuasaan memiliki makna kemampuan seseorang atau seluruh 
kelompok, untuk memepengaruhi tingkah laku orang lain atau kelompok lain 
sesuai keinginan pelaku. Biasanya hal ini dianggap sebagai perjuangan untuk 
memperoleh kekuasaan dan mempunyai tujuan untuk kepentingan seluruh 
masyarakat (Struggle Power). Hal ini juga menyangkut berbagai aspek kegiatan, 
seperti Organisasi Masyarakat, Agama, Militer, Serikat Buruh, dan lain-lain. 
 Max Weber dalam  bukunya Wirtschaft und Gesselshaft menyatakan, 
kekuasaan adalah kemampuan untuk, dalam suatu hubungan sosial, melaksanakan 
kemauan sendiri meskipun mengalami perlawanan. Pernyataan ini menjadi 
rujukan banyak ahli, seperti yang dinyatakan Harold D. Laswell dan A. Kaplan,” 
Kekuasaan adalah suatu hubungan dimana seseorang atau kelompok dapat 
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 Jill Staens dan Lloyd Pettiford, Hubungan Internasional:Perspektif dan Tema, Yogyakarta, 
Pustaka Pelajar, 2009, hal. 61. 
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menentukan tindakan seseorang atau kelompok lain kearah tujuan pihak 
pertama.”11 
 Berdasarkan hal tersebut kedaulatan menjadi ciri utama dari suatu negara. 
Ada dua jenis kedaulatan yang berkaitan dengan negara: kedaulatan internal 
berarti penyelenggaraan otoritas di dalam sebuah wilayah tertentu dan terhadap 
orang-orang tertentu; dan, kedaulatan eksternal meliputi pengakuan dari negara-
negara lain sebagai pihak yang sah yang berhak bertindak bebas di dalam urusan-




 Suatu negara dianggap memiliki kemerdekaan dan kedaulatan terhadap 
warga-warga negaranya dan urusannya serta dalam batas-batas wilayah 
teritorialnya. Kedaulatan pada saat ini mempunyai arti yang lebih sempit 
dibandingkan dengan masa abad XVIII dan XIX, pada masa itu bersamaan 
dengan munculnya negara-negara nasional yang berpengaruh, hanya sedikit 
dikenal pembatasan-pembatasan terhadap ekonomi negara. Sulit bagi suatu negara 
sehubungan dengan kepentingan masyarakat internasional, untuk tidak menerima 
pembatasan-pembatasan yang dikenakan terhadap kebebasan bertindaknya 
(contoh, sebagai anggota Perserikatan Bangsa-Bangsa dan Internasional Labour 
organization). 
 Saat ini, kedaulatan suatu negara dapat dikatakan merupakan sisa 
(residiuun) dari kekuasaan yang dimilikinuya dalam batas-batas yang ditetapkan 
                                                           
11 Meriam B, Dasar-dasar Ilmu Politik ,  Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, Hal. 60 





 Dalam pengertian praktis, kedaulatan sebagian besar juga 
merupakan masalah tingkatan. Beberapa negara menikmati lebih banyak 
kekuasaan dan kemerdekaan daripada negara-negara lainnya. Hal ini menjurus 
kepada perbedaan yang lazim antara negara-negara merdeka atau berdaulat dan 
negara-negara atau kesatuan-kesatuan yang belum merdeka atau tidak memiliki 
kedaulatan, misalnya negara protektorat-protektorat atau wilayah-wilayah jajahan.  
 Perbedaaan tingkatan-tingkatan ini akhirnya dapat menimbulkan masalah 
keamanan, sehingga isu keamanan menjadi hal utama dalam melihat kedaulatan 
suatu negara. Masalah keamanan yang menimpa suatu negara dapat menggangu 
stabilitas jalannya pemerintahan di negara tersebut. 
Keamanan adalah sebuah kata yang digunakan dalam berbagai konteks 
dalam kehidupan sehari-hari dengan berbagai jenis pengertian yang mencakup 
isu-isu tentang emosi personal, atau pada mencukupi atau tidaknya sesuatu itu 




Pada masa sekarang ini, negara-negara sudah seharusnya lebih 
memperhatikan masalah keamanan yang menunjukan kedudukannya yang 
semakin kuat sebagai instrumen politik luar negeri baik dalam kaitannya dengan 
tujuan nasional maupun kepentingan nasional suatu negara, dan bahkan 
memperlihatkan kedudukannya sebagai suatu kekuatan yang riil.  Selain itu 
perkembangan teknologi disamping secara sosiologis mengakibatkan 
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 T. May Rudy, Hukum Internasional,  Bandung: Refika Aditama, 2002, Hal. 27. 
14
Ibid, hal. 69 
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meningkatnya mobilitas sosial juga juga dapat mengakibatkan gejala-gejala 
perubahan internasional di bidang kejahatan internasional. 
 Kedaulatan suatu negara sangat erat kaitannya dengan wilayah. Wilayah 
suatu negara merupakan tempat berlindung bagi rakyat sekaligus sebagai tempat 
bagi pemrintahan untuk mengorganisir dan menyelenggarakan pemerintahannya. 
Wilayah suatu negara terdiri atas daratan, lauatan, serta udara.. Perselisihan 
mengenai batas wilayah teritorial menjadi isu terdepan yang menjadi penyebab 
gangguan keamanan suatu negara. Meskipun saat ini, masalah sengketa wilayah 
tidak lagi serta merta diselesaikan dengan jalan perang, masalah sengketa dapat 
merusak hubungan dua negara. Hal ini yang terjadi pada kasus Tiongkok dengan 
Jepang.  
 Permasalahan batas wilayah yang masih belum jelas membuat hubungan 
dua negara ini menjadi sulit untuk ditebak. Keinginan untuk melakukan kerjasama 
dapat terkendala oleh adanya sengketa wilayah yang masih belum menemui titik 
temu penyelesaian. Wilayah yang dimaksud adalah kepulauan Senkaku. 
Permasalahan ini dapat diatasi hanya dengan niat baik kedua negara untuk duduk 
bersama dalam memahas penyelesaian kasus kepulauan Senkaku. 
 Dalam masyarakat internasional di mana masyarakatnya terdiri dari 
negara-negara yang berdaulat, hubungan antarnegara bersifat koordinasi bukan 
subkoordinasi.
15
 Dalam lingkup masyarakat internasional tidak ada negara di atas 
negara-negara. Tidak ada badan legislatif internasional yang membuat aturan-
                                                           
15Sri Setianingsih Suwardi, Penyelesaian Sengketa Internasional,  Jakarta, Penerbit Universitas 
Indonesia, 2006, hal. 3.  
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aturan untuk tingkah laku negara. Sehingga perselisihan yang terjadi antar negara, 
ditanggapai masing-masing oleh persepsi dari tiap-tiap negara.  
 Respon dari masing-masing negara terhadap perselisihan yang terjadi 
dapat direalisasikan dalam berbagai bentuk. Mulai dari pemutusan hubungan 
politik sampai dengan embargo ekonomi. Hal ini terjadi dikarenakan perselisihan 
antara dua negara dapat mempengaruhi arah dari kebijakan luar negeri negara 
yang sedang berselisih. Ketika kebijakan luar negeri berubah maka hal ini 
memberi dampak pada hubungan bilateral yang sedang dilakukan oleh kedua 
negara.  
 Hubungan bilateral yang terjadi antarnegara tidak lepas dari kepentingan 
nasional tiap-tiap negara. Kepentingan nasional adalah wasit terakhir dalam 
menentukan kebijakan luar negeri. Masyarakat dan moralitas manusia dibatasi 
pada negara dan tidak meluas pada hubungan internasional, yang merupakan 
arena politik dari kekacauan besar, perselisihan, konflik antar negara-negara 
dimana negara-negara yang berkekuatan besar mendominasi pihak-pihak lain.
16
 
 Menurut Hans J. Morgenthau, kemampuan minimum negara-bangsa 
adalah melindungi identitas fisik, politik, dan kulturalnya dari gangguan negara-
bangsa lain. Diterjemahkan dalam pengertian yang lebih spesifik, negara harus 
bisa mempertahankan integritas teritorialnya (yaitu identitas fisiknya), 
mempertahankan rezim ekonomi-politiknya (yaitu identitas politiknya), yang 
mungkin saja demokratis, otoriter, sosialis, atau komunis dan sebagainya; serta 
memelihara norma-norma etnis, religius, linguistik, dan sejarahnya (yaitu identitas 
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Robert Jackson dan George Sorensen, Pengantar Studi Hubungan Internasional, Yogyakarta: 
Pustaka Pelajar, 2005, hal.89. 
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kulturalnya). Morgenthau melihat, dari tujuan-tujuan umum ini para pemimpin 
suatu negara bisa menurunkan kebijaksanaan-kebijaksanaan spesifik terhadap 
negara lain, baik yang bersifat kerjasama maupun konflik.
17
 
 Bagi mayoritas negara-negara yang tidak mampu menjamin keselamatan 
diri mereka sendiri dengan kekuatan-kekuatan militer mereka sendiri, 
perimbangan kekuasaan (balance of power) menghadirkan harapan yang cukup 
beralasan untuk merasa aman dalam hubungan internasional. Namun 
keseimbangan kekuatan sangat ditentukan oleh pertimbangan subyektif pembuat 
kebijakan yang melakukan assessment atas nama dan untuk negara. Karena 
sifatnya yang sangat subyektif inilah maka konsep keseimbangan kekuatan 
banyak mengandung karena sesungguhnya mengandung arti bahwa negara 
tersebut merasa aman dengan kekuatannya  dan bahkan unggul dari negara lain 
sehingga berani mengklain bahwa kondisinya tidak boleh diubah. Persepsi ini 
kemudian dapat berlanjut menjadi sebuah kondisi yang disebut sebagai security 
dilemma (dilema keamanan) dimana negara-negara merasa khawatir dan 
ketakutan terhadap negara-negara lain sehingga meningkatkan pertahanannya 
secara besar-besaran. 
Security Dilemma dapat didefenisikan sebagai suatu fenomena aksi dan 
reaksi antar beberapa negara. Tindakan suatu negara untuk meningkatkan 
keamanannya akan berakibat atau dianggap melemahkan keamanan negara lain
18
. 
Respon yang dilakukan oleh pemerintah Korea Selatan dan Jepang terhadap 
                                                           
17 Mochtar Mas‟oed, Ilmu Hubungan Internasional: Disiplin dan Metodologi, Jakarta: Pustaka 
LP3ES Indonesia, 1990 
18Robert Jervis.Cooperation Under the Security Dilemma, dalam Richard K. Betts.Conflict After 
the Cold Ward; Argument on Couses of War and Peace, Mac Millan Publishing Company, 
NY, 1994, hal.315 
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menerapan ADIZ Tiongkok menjadi salah satu contohnya. Jadi pada dasarnya 
security dilemma merupakan suatu konsep yang berkaitan dengan kondisi 
psikologi para pembuat keputusan yang didasari ketidakpercayaan dan 
ketidaktahuan terhadap kemampuan dan atensi pihak lain (musuh).  
Dewasa ini konsep keamanan tidak hanya diartikan penjagaan keselamatan 
pada tataran Nation States tapi telah menjangkau ke segala bidang kehidupan ini. 
Konsep keamanan meliputi keamanan militer dalam upaya mempertahankan 
warga, wilayah, dan sumber daya suatu negara terhadap unsur-unsur ancaman dari 
luar.  
Dalam bukunya, Region and  Powers the Structure of International 
Security, dikemukakan bahwa: 
The central  idea in RSCT (Regional Security Complex Theory) is that, 
since most threatstravel more easily over short distances than long ones, 
security interdependence is normally into regionally based clusters: 
security complexes. Process of securitization and thus the degree of 
security interdependence are more intense between actors inside such 





 Dari teori yang dikemukakan Barry Buzan tersebut, tergambar bahwa 
ancaman semakin menyebar baik pada jarak dekat maupun pada jarak jauh 
sekalipun. Oleh karena itu, interdependensi keamanan dalam suatu kawasanpun 
terjadi sehingga menjadikan keamanan tersebut semakin kompleks. 
 Inti dari penyebab terjadinya security dilemma adalah asumsi-asumsi serta 
elemen dasar yang berlaku dalam realisme. Dalam realisme, aktor utama dalam 
poltik dunia adalah negara. Negara itu mempunyai sifat self-help sehingga ini 
                                                           
19 Buzan Barry, Regions and Power : The Structure of International Security, Cambridge 
University Press, 2003, hal. 203 
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tidak memungkinkan terjadinya kerjasama. Dan negara itu melihat bahwa seluruh 
negara sebagai musuh potensial yang dapat menjadi ancaman bagi keamanan 
nasionalnya sehingga menyebabkan dilemma yang mempengaruhi kebijakan luar 
negeri masing-masing negara. 
 Selain self-help, negara itu harus berjuang mempertahankan eksistensinya. 
Hal ini mengacu kepada penyebab kedua terjadinya masalah security dilemma, 
yaitu sistem anarki sebagai sistem internasional. Sistem anarki itu sendiri yaitu 
sistem tanpa adanya kekuasaan yang lebih tinggi dan tidak ada pemerintahan 
dunia. Dalam sistem pemerintahan internasional yang anarki, semua negara 
membutuhkan keunggulan power dan keamanan. Negara harus memiliki sarana 
kekuatan seperti militer, persenjataan, sebagai bukti bahwa negara itu kuat, dan 
juga sebagai alat pertahanan jika ada ancaman atau serangan dari negara lain. 
 Dengan adanya kekuatan ini, yang mana tujuan utama dari negara dengan 
keberadaan kekuatan tersebut, yaitu untuk menjaga keamanan dan 
mempertahankan diri, disisi lain hal ini juga akan memicu rasa khawatir negara 
lain yang nantinya negara tersebut akan memperkuat militernya. Ini dilakukan 
karena adanya perasaan terancam dan rasa takut diserang oleh negara lain yang 
berkekuatan lebih. 
 Rasa takut akan ancaman tersebut lebih dikenal dengan mutual fear dan 
ada juga yang disebut juga sebagai mutual suspicious. Mutual suspicious timbul 
karena kecurigaan satu negara terhadap negara lain yang ingin memperkuat 
militernya yang bertujuan untuk mempertahankan keamanannya, namun negara 
lain menganggapnya sebagai sesuatu yang bersifat offensive. Dan inilah yang 
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nantinya disebut dengan defensive, yaitu kekuatan militer untuk niat baik (benign 
intent) dan offensive sebagai niat buruk (malign intent). 
E. Metode Penelitian 
1. Tipe Penelitian 
Tipe penelitian yang digunakan oleh penulis adalah tipe deskriptif, yaitu 
penelitian yang menggunakan pola penggambaran keadaan fakta empiris disertai 
argumen yang relevan. Kemudian, hasil uraian tersebut dilanjutkan dengan 
analisis untuk menarik kesimpulan yang bersifat analitik. Tipe penelitin deskriptif 
dimaksudkan untuk memberikan gambaran mengenai fenomena yang terjadi yang 
relevan dengan masalah yang diteliti. 
2. Teknik Pengumpulan Data 
Dalam teknik pengumpulan data, penulis menelaah sejumlah literatur yang 
berkaitan dengan masalah yang diteliti berupa buku, jurnal, dokumen, artikel 
dalam berbagai media, baik internet maupun surat kabar harian.  
3. Jenis Data  
Jenis data yang penulis gunakan adalah data sekunder. Data sekunder 
merupakan data yang diperoleh melalui studi literatur seperti buku, jurnal, artikel, 
majalah, handbook, situs internet, institut dan lembaga terkait. 
4. Teknik Analisis Data 
Teknik analisis data yang digunakan oleh penulis dalam menganalisis data 
hasil penelitian adalah teknik analisis kualitatif. Adapun dalam menganalisis 
permasalahan digambarkan berdasarkan fakta-fakta yang ada, kemudian 
menghubungkan fakta tersebut dengan fakta lainnya sehingga menghasilkan 
18 
 






















A. Kedaulatan  
Salah satu unsur esensial dari negara adalah penguasaan suatu daerah 
teritorial, di mana hukum negara itu beroperasi. Dalam wilayah ini, wewenang 
tertinggi diberikan kepada negara itu. Kedaulatan merupakan suatu hak eksklusif 
untuk menguasai suatu wilayah pemerintahan dan masyarakat. Dalam hukum 
konstitusi dan internasional, konsep kedaulatan terkait dengan suatu 
pemerintahan yang memiliki kendali penuh urusan dalam negerinya sendiri 
dalam suatu wilayah atau batas teritorial atau geografisnya, dan dalam konteks 
tertentu terkait dengan berbagai organisasi atau lembaga yang memiliki yurisdiksi 
hukum sendiri. Penentuan apakah suatu entitas merupakan suatu entitas yang 
berdaulat bukanlah sesuatu yang pasti, melainkan seringkali merupakan masalah 
sengketa diplomatik. 
Dengan demikian, jika kekuasaan diartikan secara yuridis, maka 
kekuasaan dapat disebut sebagai kedaulatan. Tentang pengertian kedaulatan ini 
terdapat perbedaan pendapat oleh beberapa para sarjana karena kedaulatan sering 
ditinjau menurut sejarahnya. kedaulatan dapat diartikan sebagai kekuasaan 
tertinggi yang bersifat mutlak, karena tidak ada kekuasaan lain yang 
mengatasinya (superlative). Kemudian dengan timbulnya hubungan antar bangsa 
dan negara, maka kedaulatan itu mulai terasa terbatas, terlebih dengan adanya 
perjanjian internasional tersebut secara otomatis juga telah mengurangi 
20 
 
kedaulatan negara keluar. Kedaulatan ke dalam dengan dibatasi oleh hukum 
positifnya, sehingga arti kedaulatan ini menjadi relatif. 
Letak kekuasaan tertinggi pada suatu negara bermacam-macam pada 
berbagai Negara, terkadang hanya sebagai slogan, tetapi terkadang memang 
diikuti secara konsekuen. Ada negara yang menganggap bahwa kedaulatan 
ditangan rakyat, artinya suara rakyat banyak benar-benar didengar keluhannya 
dan penderitaannya. Inilah contoh negara demokrasi, oleh rakyat dan untuk 
rakyat. Tetapi hal ini tampaknya hanya sekedar menutupi perilaku pemerintah 
yang berkuasa. Negara-negara komunis sering mengatakan sebagai negara 
demokrasi, tetapi memaksakan kehendaknya demi partai tunggal dan sosialisme. 
Negara liberal sering mengucapkan demokrasi, tetapi mereka 
menyebarluaskannya melalui pemaksaan. Padahal mereka sendiri dulunya adalah 
negara penjajah. Oleh karena itu, bila ada yang mengatakan bahwa kedaulatan di 
tangan rakyat maka yang membuktikannya adalah sejauh mana 
pertanggungjawaban pemerintah kepada rakyatnya, baik langsung maupun 
melalui perwakilan pada badan legislatif. Adapula negara yang mengatakan 
bahwa kedaulatan berada ditangan hukum, artinya supremasi hukum 
dinomorsatukan, peraturan dijunjung tinggi.   
Berdasarkan artikel yang ditulis oleh Prof. Dr. Jimly Asshiddiqie, SH, 
yang berjudul Gagasan Kedaulatan Lingkungan: Demokrasi versus Ekokrasi, 
konsep kedaulatan negara mencakup dua konteks pengertian, yaitu pengertian 
internal dan eksternal. Dalam arti internal, kedaulatan sebagai konsep kekuasaan 
tertinggi yang dikenal selama ini dalam dunia filsafat hukum dan politik 
21 
 
mencakup ajaran tentang Kedaulatan Tuhan (Theocracy), Kedaulatan Rakyat 
(Democracy), Kedaulatan Hukum (Nomocracy), dan Kedaulatan Raja 
(Monarchy). Dalam perspektif kekuasaan negara secara internal ini bahkan nanti 
akan dijelaskan pula mengenai adanya ajaran Kedaulatan Lingkungan yang dapat 
kita perkenalkan dengan istilah „Ecocracy‟. Sedangkan dalam perspektif yang 
bersifat eksternal, konsep kedaulatan itu biasa dipahami dalam konteks hubungan 
antar negara. Dalam hubungan Internasional, orang biasa berbicara mengenai 
status suatu negara merdeka yang berdaulat keluar dan ke dalam. Karena, dalam 
praktik hubungan antar negara mutlak diperlukan adanya pengakuan 
Internasional terhadap status suatu negara yang dianggap merdeka dan berdaulat 
itu. Tanpa adanya pengakuan, negara yang mengklaim dirinya sendiri secara 
sepihak sebagai negara akan sulit ikut serta dalam pergaulan internasional.
20
 
Menurut Waltz, negara adalah berdaulat berarti negara menentukan bagi 
dirinya bagaimana ia akan menghadapi masalah-masalah internal dan 
eksternalnya
21
. Dengan demikian, kedaulatan negara berarti dalam posisi untuk 
menentukan, suatu kondisi di mana biasanya dicirikan dengan istilah 
kemerdekaan. Negara-negara berdaulat dianggap sebagai negara yang merdeka 
dari negara-negara berdaulat lain. Arti kemerdekaan itu sendiri menurut Waltz 
bahwa masing-masing negara secara formal sama terhadap yang lain. Tidak ada 
yang berhak memerintah; tidak ada yang dipatuhi.
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Senada dengan Waltz, Max Huber menjelaskan bahwa: 
Kedaulatan dalam hubungan antara negara-negara menandakan 
kemerdekaan. Kemerdekaan  berkenaan dengan suatu bagian dari muka 
bumi ini adalah hak untuk melaksanakan didalamnya, tanpa campur tangan 




Kedaulatan secara sederhana memiliki makna hak negara untuk 
melaksanakan kekuasaan penuh atas status kemerdekaannya tanpa boleh ada 
campur tangan dari pihak lain terhadap masalah-masalah internal maupun 
eksternal. Setiap negara bebas untuk membuat keputusan sendiri. Namun, 
kedaulatan tidak berarti bahwa negara memiliki kebebasan mutlak dalam 
bertindak, sebab hubungan antar negara diatur tersendiri oleh hukum 
internasional.  
Negara dikatakan berdaulat karena kedaulatan merupakan suatu sifat 
hakiki negara. Bila dikatakan negara itu berdaulat, dimaksudkan bahwa negara 
itu mempunyai kekuasaan tertinggi. Pengertian kedaulatan negara sebagai 
kekuasaan tertinggi inilah yang banyak menimbulkan salah paham. Menurut asal 
katanya, kedaulatan memang berarti kekuasaan tertinggi. 
 Negara berdaulat memang berarti bahwa negara itu tidak mengakui 
kekuasaan yang lebih tinggi daripada kekuasaannya sendiri. Dengan perkataan 
lain, Negara memiliki monopoli kekuasaan, suatu sifat khas organisasi 
masyarakat dan kenegaraan dewasa ini yang tidak lagi membenarkan orang 
perseorangan mengambil tindakan sendiri apabila ia dirugikan. Walaupun 
demikian, kekuasaan tertinggi ini mempunyai batas-batasnya. 
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 Ruang berlaku kekuasaan tertinggi ini dibatasi oleh batas wilayah negara 
itu, artinya suatu negara hanya memiliki kekuasaan tertinggi didalam batas 
wilayahnya. Bahwa kekuasaan suatu negara terbatas dan bahwa batas itu terdapat 
dalam kedaulatan negara lain merupakan konsekuensi yang logis dari paham 
kedaulatan sendiri dan mudah sekali dipahami apabila kita mau memikirkan 
persoalan ini secara konsekuen. Dilihat secara demikian, paham kedaulatan tidak 
usah bertentangan dengan adanya suatu masyarakat internasional yang terdiri dari 
negara-negara yang masing-masing berdiri sendiri. Paham demikian juga tidak 
akan bertentangan dengan hukum internasional yang mengatur masyarakat itu.
24
 
Bagaimana suatu negara akan mengatur wilayahnya tidak dapat dicampuri 
oleh negara lain tanpa persetujuannya. Ini adalah prinsip teritorial, yang 
memberikan kepada setiap bangsa (negara) hak untuk menentukan nasibnya 
sendiri. Adapun dasar hukum dari persamaan kedaulatan dan kedudukan Negara 
dapat ditemukan dalam pasal 1 ayat (2) Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa 
mengenai tujuan organisasi ini yaitu, untuk memajukan hubungan persahabatan 
antar bangsa-bangsa berdasarkan penghargaan atas asas persamaan hak dan hak 
bangsa-bangsa untuk menentukan nasibnya sendiri. Pasal 2 ayat (1) nya lebih 
lanjut menyatakan bahwa organisasi Perserikatan Bangsa-Bangsa ini berlandaskan 
pada asas-asas persamaan kedaulatan dari semua anggota-anggotanya. 
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Unsur wilayah pada kedaulatan negara tidak terbatas pada wilayah daratan 
saja, melainkan juga termasuk dalam wilayah laut dan udara. Ada negara di dunia 
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yang tidak memiliki wilayah laut, namun tidak satupun negara yang tidak 
memiliki ruang udara.  
Dalam hukum Romawi, ada suatu adagium yang menyebutkan, bahwa 
Cojus est solum, ejus est usque ad cuelum, artinya :barang siapa yang memiliki 
sebidang tanah dengan demikian juga memiliki segala–galanya yang berada diatas 
permukaan tanah tersebut sampai ke langit dan segala apa yang ada di dalam 
tanah. Menurut dalil tersebut, apabila suatu negara memiliki tanah, maka dengan 
sendirinya negara itu akan memiliki ruang udara di atasnya. Ternyata dalil 
tersebut merupakan dalil yang bersifat umum, masih ada ketentuan lain yang 
bersifat khusus sebagai ketentuan pengecualiaanya. Ketentuan pengecualian itu 
menyatakan bahwa udara sebagai unsur res communis. Kata aerrescommunis 
dijumpai dalam kalimat corpus juris civitis. 
Selanjutnya mengenai kepemilikan ruang udara ini, sekitar tahun 1913 
muncul dua teori, yaitu The Air Freedom Theory dan The Air Sovereignty Theory. 
Teori pertama menyatakan, bahwa udara karena sifat yang dimilikinya, ia menjadi 




1. Kebebasan ruang udara tanpa batas 
2. Kedaulatan ruang udara yang dilekati beberapa hak khusus negara kolong, 
dan 
                                                           
26 Setyo Widagdo, http://klinikhukum.wordpress.com/2007/08/13/masalah-kedaulatan-negara-di-
ruang-udara-kaitannya-dengan-hak-lintas-berdasarkan-konvensi-chicago-1944-dan-
perjanjian-lain-yang-mengaturnya/, diakses 8 Oktober 2014 
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3. Kebebasan ruang udara, tetapi diadakan semacam wilayah terretorial di 
daerah dimana hak -hak tertentu negara kolong dapat dilaksanakan. 
Sedangkan teori kedua merupakan kebalikan dari teori pertama, yang 
menyatakan, bahwa udara itu tidak bebas, sehingga negara berdaulat terhadap 
ruang udara di atas wilayah negaranya. Teori ini dapat dikelompokan menjadi : 
1. Negara kolong berdaulat penuh hanya terhadap satu ketinggian tertentu di 
ruang udara. 
2. Negara kolong berdaulat penuh, tetapi dibatasi oleh hak lintas damai bagi 
navigasi pesawat -pesawat udara asing, dan 
3. Negara kolong berdaulat penuh tanpa batas. 
Dalam teori kedua ini tampak ada pembatasan negara atas wilayah udara, 
yaitu adanya hak lintas damai (innocent passage) bagi pesawat udara asing. 
Dengan demikian apabila ada pesawat udara asing yang terbang di ruang udara 
suatu negara, maka memiliki akibat yang berbeda, sesuai dengan teori mana yang 
dianutnya, apakah teori udara bebas atau teori udara tidak bebas. 
Selain teori -teori yang sudah disebutkan, ada hal lain yang perlu 
diketahui, yaitu dalam pasal 1 ayat 1 International Air Transportation Agreement 
1944 dinyatakan “Each contracting State grants to the other contracting State the 
following freedoms of the iar in respect of scheduled international air services: 
1. the privilege to fly across its territory with out landing 
2. the privilege to land for non traffic purposes 
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3. the privilege to put down passengers, mail and cargo taken on territory of 
the state whose nationality the aircraft possesses 
4. the privilege to take on passengers, mail and cargo destined for territory 
of the state whose nationality the aircraft possesses, and 
5. the privilege to take on passengers, mail and cargo detined fr the territory 
of any other contracting state and the privilege to put down passengers, 
mail and cargo coming from any such territory”. 
Ketentuan pasal 1 ayat 1 dari International Air Tansport Agreement 
tersebut dikenal juga sebagai The Five Freedom Agreement. Selain itu dalam 
Pasal 5 dan 6 Konvensi Chicago 1944 diatur tentang Non Scheduled Flight dan 
Scheduled Flight. Dengan demikian akan timbul beberapa masalah antara teori -
teori yang ada dengan ketentuan-ketentuan mengenai penerbangan pesawat udara, 
khususnya pesawat udara asing. 
Sebagaimana yang telah dijelaskan, kedaulatan yang berarti sesuatu yang 
mutlak, oleh sebab itu tiap-tiap negara menjaga kedaulatan negaranya dengan 
segala kekuatannya, tidak terkecuali Jepang. Keputusan Tiongkok untuk 
menetapkan ADIZ di wilayah Laut Tiongkok Timur membuat Jepang merasa 
terganggu. Kebijakan penerapan ADIZ ini dapat menggaggu stabilitas keamanan 
Jepang. Hal ini dikarenakan jangkauan ADIZ ini telah melewati batas teritorial 
yang menjadi tanda kedaulatan Jepang. 
B. Security Dilemma 
Secara etimologis konsep keamanan (security) berasal dari bahasa latin 
“securus” yang bermakna terbebas dari bahaya, terbebas dari ketakutan. Kata ini 
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juga bisa bermakna dari gabungan kata se (yang berarti tanpa/without) dan curus ( 
yang berarti uneasyness). Sehingga bila digabungkan kata ini bermakna 
“liberation of easyness” atau “a peaculf situation without any risk or threats”.27  
Dari berbagai literatur, para sarjana Hubungan Internasional berargumen 
bahwa konsep keamanan merupakan sebuah contersted concept. Walter Lippman 
misalnya menyatakan bahwa “a nation is secure to the extent to which it is not in 
danger of having sacrifice core values if it wishes to avoid war, and is able, if 
challenged to maintain them by victory in such a war”.28 Konsep keamanan pada 
dasarnya terkait dengan penggunaan atau ancaman penggunaan kekerasan militer 
dalam menyelsaikan konflik yang terjadi antara aktor-aktor internasional. 
Security Dilemma dapat didefenisikan sebagai suatu fenomena aksi dan 
reaksi antar beberapa negara. Tindakan suatu negara untuk meningkatkan 
keamanannya akan berakibat atau dianggap melemahkan keamanan negara lain.
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Jadi pada dasarnya teori security dilemma merupakan suatu konsep yang berkaitan 
dengan kondisi psikologi para pembuat keputusan yang didasari ketidakpercayaan 
dan ketidaktahuan terhadap kemampuan dan atensi pihak lain (musuh). 
Proses aksi-reaksi ini masih terjadi sampai saat ini dan sepertinya akan 
terus berlangsung selama entitas yang disebut negara masih ada. Kedua, argumen 
kaum liberal yang menyatakan bahwa dunia bisa menjadi damai dengan kerja 
sama ekonomi tidak bisa menghentikan security dilemma contonya dalam 
                                                           
27 Robert Jackson dan Georg Sorensen, loc.cit. 
28 Anak Agung Banyu Perwita dan Yanyan Mochammad Yani, Pengantar Ilmu Hubungan 
Internasional, Bandung: Remaja Rosda Karya, 2006 
29 Robert Jervis. Cooperation Under the Security Dilemma. dalam Richard K. Betts, Conflict After 




perlombaan senjata. Fakta memperlihatkan bahwa globalisasi ekonomi yang 
terjadi di mana hubungan ekonomi antar negara semakin erat tidak menutup fakta 
bahwa dilema keamanan tetap mewarnai hubungan antar negara tersebut. Contoh 
nyata security dilemma di kawasan di kawasan Asia Timur Jauh (far east) yang 
meliputi Jepang, Tiongkok, Korea Selatan, Korea Utara, Taiwan, dan dalam kasus 
tertentu melibatkan Rusia yang berada di luar kawasan. 
Sudah umum diketahui bahwa hubungan ekonomi negara-negara di 
kawasan ini sangat erat, di mana hampir sebagian besar investasi di Tiongkok 
dilakukan oleh Taiwan, hubungan perdagangan Tiongkok-Jepang yang 
volumenya selalu meningkat setiap tahun dengan nilai yang begitu besar, 
hubungan ekonomi Jepang-Korea Selatan, kemudian bantuan ekonomi Jepang 
yang terus diberikan kepada Korea Utara yang dapat dikatakan merupakan sumber 
utama perekonomian Korea Utara sampai saat ini, bantuan ekonomi Korea 
Selatan kepada Korea Utara, bantuan ekonomi Jepang kepada Rusia. Semua itu 
tidak menghilangkan kenyataan bahwa sampai saat ini kawasan Asia Timur 
adalah kawasan yang selalu dibayang-bayangi oleh perang karena security 
dilemma yang terus meningkat.  
 Kemajuan teknologi yang terus berubah serta kemampuan ekonomi dapat 
merubah kekuatan ofensif menjadi kekuatan defensif secara relatif cepat oleh 
suatu negara yang tidak semuanya diketahui oleh pihak lain. Ketidakmapuan 
untuk mengetahui secara pasti apakah kekuatan persenjataan ofensif lebih baik 
daripada kekuatan persenjataan defensif. Kekuatan suatu negara selalu berlaku 
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secara kondisional dan rasional, tergantung pada situasi dan kondisi serta terhadap 
negara mana kekuatan tersebut digunakan. 
 Ancaman persenjataan yang menyebabkan negara lain tertekan karena 
adanya ancaman-ancaman tersebut, menyebabkan negara yang tertekan tersebut 
membuat kebijakan untuk meningkatkan nilai persenjataanya baik dari segi 
jumlah, maupun kualitasnya. 
 Dilema disini timbul antara kebijakan untuk peningkatan senjata 
mempengaruhi ekonomi negara. Sedangkan perekonomian negara yang stabil 
sangat dibutuhkan bagi negara yang sedang berkembang untuk pembangunan 
nasionalnya, peningkatan sumber daya ekonomi, seperti sektor pertambangan, 
sektor pertanian, perkebunan dan lain sebagainya yang seharusnya dibangun 
sarana untuk peningkatan laju pertumbuhan ekonomi, dan pembangunan sarana 
dan prasarana seperti jalan, komunikasi yang sesungguhnya berdampak langsung 
dengan kekuatan militer disuatu negara. 
 Sedangkan peningkatan jumlah senjata, dan anggaran militer yang besar 
menyebabkan banyak menghabiskan dana, dan anggaran devisa negara sehingga 
akan menyebabkan dampak langsung maupun tidak langsung akan menjadikan 
negara tersebut jatuh kepada kebinasaan. 
 Seandainya suatu negara boleh memilih suatu keadaan mana yang ia pilih 
pembangunan ekonomi atau peningkatan anggaran militer demi keamanan. Di 
negara yang kondisi politik regionalnya masih relatif stabil maka akam memilih 
pembangunan ekonomi. Tetapi keadaan politik regional kadang memaksa suatu 
negara meningkatkan anggaran militernya disebabkan adanya ancaman dari pihak 
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luar. Pilihan untuk meningkatkan persenjataan militer disebabkan karena ancaman 
dari peningkatan senjata dari negara lain, dengan mengorbankan perekonomian 
dalam negri karena kepentingan keamanan yang mendesak, itulah yang disebut 
dengan dilema keamanan. 
 Security dilemma menjelaskan tentang suatu kondisi di mana usaha suatu 
negara untuk meningkatkan keamanan nasionalnya dengan menambah kapabilitas 
pertahanannya berdampak pada munculnya rasa terancam terhadap negara lain, 
hal itu kemudian memicu negara lain tersebut untuk meningkatkan kemampuan 
pertahanannya (militer) juga (military counter-moves); kondisi ini akhirnya 
menyebabkan menurunnya atau berkurangnya tingkat keamanan itu sendiri (lead 
to a net decrease in security). Security dilemma pada pada dasarnya merupakan 
refleksi dari kesulitan pemerintah suatu negara untuk menentukan pilihan 
kebijakan keamanannya. 
 Jika suatu negara mengurangi usaha-usaha untuk memperkuat 
keamanannya dengan tujuan menciptakan hubungan yang damai (peaceful) 
dengan negara lain, maka konsekuensinya adalah negara tersebut rawan 
(vulnerable) untuk diserang oleh negara lain. Namun jika negara tersebut 
meningkatkan kekuatan pertahanannya maka akan menyebabkan munculnya 
prasangka atau kecurigaan negara-negara lain sehingga akan memicu terjadinya 
perlombaan senjata. Kondisi tersebut akan menghadapkan negara untuk lebih 
mengedepankan cara penyelesaian konflik dengan cara-cara militer (perang) 
daripada cara-cara diplomasi. Security dilemma seringkali disebabkan oleh adanya 
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tanda yang ambigu (ambiguos signals) yang umumnya muncul dari military 
planning.  
 Menurut John H. Herz dalam Xin Benjian : 
In the anarchic international environment, national states/regions 
are fearful of each other because of mutual misunderstandings. 
Security this become the first priority. All countries try to gain 
security, obtain military superiority, and improve one‟s own 
security status by increasing military expenditure. Since an arms 
race is a perpetual concern, one‟s military superiority will quickly 
be surpassed by others military building-up efforts; absolute 
security is therefore imposibble. So all countries are trapped in a 




Menurut pendapat di atas, dalam lingkungan internasional yang anakis, 
setiap negara mempunyai saling kecurigaan satu sama lain. Setiap negara selalu 
ingin melindungi keamanan negaranya dari ancaman baik itu internal maupun 
eksternal. Jadi jika salah satu negara memperkuat pertahanan militernya, maka 
negara lain akan ikut mersepon dengan mengembangkan kekuatan milieternya. 
Fenomena semacam ini akan menimbulkan dilema keamanan karena setiap negara 
merasa terancam. Hal itu senada dengan pernyataan pemerintah Jepang yang 
tertuang dalam dokumen Japan‟s Visions for Future and Defense Capabilities, 
yaitu; 
A security dilemma aries when one country unilaterally upgrades 
its own defense capability based on its own military logic and 
another country, seeing this, reinforces its national defenses, 
resulting in a further buildup of force. The outcome of this 
apparently rational behavior on the part of each country is to 
                                                           
30 Xin Benjian; Security Dilemma, Balance of Power Vs. US Policy Towards Tiongkok in the Post-
Cold War Era; Journal of the Tiongkok Institute of Contemporary International Relations. 
Louyang,2001 hal.1. atau dapat dilihat pada John H. Herz, Idealist Internationalism and 
Security Dilemma. World Politics. Vol.2 (1950). P.157-158; International Politics in the 
Atomic Age. Columbia University Press. 1959. hal.231 
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 Sistem Internasional dibentuk oleh berbagai kekuatan, yang banyak 
diantaranya bersifat tetap. Para aliran realism berpandangan bahwa tidak ada 
keharmonisan kepentingan yang pokok antara bangsa-bangsa. Sebagai gantinya 
mereka menyatakan bahwa negara-negara bangsa sering mempertentangkan 




Negara harus dan akan menjaga nilai kemanan nasional yang mencakup 
perlindungan warga negara dari ancaman internal dan eksternal. Tugas ini ini 
merupakan perhatian atau kepentingan fundamental negara-negara. Sebagian 
besar negara mungkin bersahabat, tidak mengancam dan mencintai perdamaian. 
Tetapi, sebagian kecil negara mungkin bermusuhan dan agresif dan tidak ada 
pemerintahan dunia yang mencegah mereka. Hal ini menimbulkan masalah lama 
dan mendasar pada sistem negara dan keamanan nasional. Untuk menghadapi 
masalah ini sebagian besar negara memiliki kekuatan militer yang biasanya 
dianggap sebagai suatu kebutuhan sehingga negara-negara dapat hidup 
berdampingan dan berhadapan satu sama lain tanpa terintimidasi. Sehingga 
banyak negara turut serta dalam aliansi-aliansi dengan negara lain untuk 
meningkatkan keamanan nasionalnya. Keamanan nyata-nyata merupakan salah 
satu nilai paling fundamental dalam hubungan internasional. 
                                                           
31 The Council on Security and Defense Capabilities. Report. Japan‟s Visions for Future Security 
and Defense Capabilities. Ocktober. 2004. hal. 5. 
32  James E. Daugherty & Robert L. Pfaltzgraff. Jr. Teori-teori Hubungan Internasional, 
terjemahan oleh M. Amin Rais. Harwanto Dahlan & Tulus Warsito. Yogyakarta. Fisipol 
UMY. 1994..hal. 168-169. 
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Suatu negara akan merasa terancam dan terpaksa mengambil tindakan 
lebih lanjut yang dapat memprovokasi tindakan balasan ke negara-negara lainnya, 
dan demikian sebaliknya. Security Dilemma berarti bahwa spiral aksi-reaksi dapat 
terjadi antara dua negara atau lebih sehingga masing-masing akan mengeluarkan 
anggaran belanja militer yang terus makin membesar dan ini berarti mereka 
semakin tidak aman, tetapi justru mendekati ambang perang yang berbahaya.
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Dalam perspektif realis, peningkatan militer adalah konsekuensi wajar dari 
sistem internasional yang sangat bersifat anarki, yaitu suatu sistem yang terdiri 
dari negara-negara berdaulat yang tujuan utamanya untuk mempertahankan diri 
dan melindungi kepentingan nasionalnya dari pada sekedar mempertahankan 
perdamaian.  Negara dan perilakunya tidak dapat dibatasi oleh institusi 
internasional apapun. Akibatnya setiap negara harus berusaha untuk 
mempertahankan  diri dari ancaman dan serangan negara lain, langkah yang 
diambil biasanya adalah dengan meningkatkan kekuatan militer, membentuk 






                                                           




ADIZ (Air Defense Identification Zone) TIONGKOK 
A. Gambaran Umum Hubungan Bilateral Jepang-Tiongkok 
Jepang dan Tiongkokmerupakan dua negara berkekuatan besar secara 
ekonomi ataupun militer di kawasan Asia Pasifik. Namun, hubungan bilateral 
antara Jepang dan Tiongkoksering mengalami ketegangan yang salah satunya 
disebabkan oleh konflik teritorial yang berada di Laut TiongkokTimur dan 
disebut dengan Kepulauan Senkaku oleh Jepang, atau Kepulauan Diaoyu oleh 
Tiongkok. Secara geografis, Kepulauan Senkaku berada di perairan Laut 
TiongkokTimur yang terletak sekitar 120 mil dari Taiwan, 120 mil dari dataran 
Tiongkokdan 200 mil dari Naha, Okinawa Jepang Kepulauan ini terdiri dari 
kumpulan pulau kecil dan batu karang disekitarnya. 
Perjalanan hubungan bilateral jepang dengan tiongkok telah berlangsung 
sejak akhir abad ke 19. Penjelasan sesungguhnya dapat diketahui jauh ke 
belakang. Kebangkitan Jepang di akhir abad ke-19 terlihat sebagai sebuah 
penghinaan oleh Tiongkok, yang selalu memposisikan diri sebagai payung 
kepemimpinan regional. Mao Zedong dan Partai Komunis Tiongkokmengadopsi 
pandangan-pandangan ini dan mewariskannya kepada penerus-penerus mereka. 
Maka dari itu kebanyakan orang Tiongkok hari ini memandang 
kemakmuran Jepang, dan posisinya sebagai sekutu utama Amerika Serikat di 
Asia, sebagai kekalahan mereka. Bahkan ketika negeri Tiongkokdalam keadaan 
terlemah, di akhir abad 19 dan awal abad 20, elit-elit negeri merasa bahwa 
Konfusianisme yang telah diekspor Tiongkok ke negara-negara kunci yang 
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bertetangga yaitu Korea, Jepang dan Vietnam merupakan akar dari sebuah 
kesamaan budaya. 
Hubungan kedua negara ini diawali dengan peristiwa pada 18 September 
1931. Militer Jepang merekayasa peledakan jalur kereta api di dekat Mukden 
(sekarang Shenyang) dan kemudian menyebut peledakan itu sebagai perbuatan 
dari warga negara Tiongkok. Jepang menganggap insiden itu membahayakan 
kepentingan ekonomi dan politik Jepang karena jalur kereta api itu dimiliki 
perusahaan Jepang.  
Jepang memberi respon cepat dengan mengirim pasukan  ke Manchuria 
yang disikapi pemerintahan nasionalis Tiongkok yang pada waktu di pimpin 
oleh Chiang Kai Shek dengan protes kepada Liga Bangsa-Bangsa (LBB). 
Peringatan LBB agar Jepang menarik mundur tentaranya dari Manchuria tak 
diindahkan.  
Agresi Manchuria itu menandai awal pendudukan Jepang atas Tiongkok, 
yang diwarnai dengan perilaku agresif dan kejam tentara fasis Jepang. Salah satu 
catatan yang mengerikan adalah perlombaan memenggal penduduk Tiongkok di 
antara dua letnan Jepang seusai pertempuran. Puncak kekejaman Jepang di 
Tiongkok adalah Pemerkosaan Nanking, 13 Desember 1937. Dalam bukunya, 
The Rape of Nanking, penulis dan sejarawan Iris Chang menyebutkan, sekitar 
300.000 orang tewas dibunuh selama enam minggu oleh militer Jepang.
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Setelah berhasil menaklukkan Manchuria rencana Jepang untuk menguasai 
Tiongkok terus dijalankan. Peluang untuk melancarkan serangan ke Tiongkok 
                                                           





cukup besar, karena Jepang telah menguasai wilayah Tiongkok Utara dan 
mendirikan pemerintahan otonomi di wilayah tersebut. 
Seperti pada peristiwa Mukden di Manchuria, maka Jepang juga 
menciptakan insiden sebagai alasan untuk memasuki Tiongkok, dikenal dengan 
insiden jembatan Marco Polo. Insiden ini ditandai dengan suatu pertempuran 
kecil antara tentara Jepang dengan Tiongkok di Lukouchio, sekitar jembatan 
Marco Polo pada tanggal 7 Juli 1937. Peristiwa ini disebabkan pada tanggal 6 
Juli malam tentara Jepang mengadakan patroli di Wanping, sebelah selatan 
Peking. Mereka menuduh bahwa pasukannya telah ditembak oleh pasukan 
Tiongkok di Wanping.
35
 Insiden ini merupakan peristiwa yang sudah 
dipersiapkan jauh sebelumnya oleh militeris Jepang yang menganut politik 
ekspansionis. 
Insiden ini kemudian berkembang menjadi perang antara Tiongkok dan 
Jepang. Dalam pertempuran tersebut kekuatan militer Jepang kembali 
membuktikan keunggulannya. Jepang berhasil merebut ibukota Peking, 
demikian pula kota pelabuhan Shanghai, selanjutnya berhasil menduduki ibukota 
Nanking, sehingga ibukota Tiongkok dipindahkan ke Chungking. Selanjutnya 
kota-kota besar lainnya, seperti Hankow dan Kanton berhasil direbut pula. 
Faktor inilah yang kemudian sampai sekarang sulit dilupakan dan sangat 
menyakitkan hati Tiongkok. Tiongkok merasa telah dipermalukan oleh Jepang 
pada dunia Internasional. Tiongkok telah memendam trauma yang sangat dalam 
kepada Jepang sehingga kerap sekali menimbulkan kecurigaan terhadap tingkah 
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      Pelajaran Malaysia, 1973,  hal. 250 
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laku Jepang yang di anggapnya sebagai indikasi bangkitnya militerisme Jepang. 
Sehingga menimbulkan sensitivitas yang mempengaruhi implementasi politik 
luar negerinya dengan Jepang. Telah berbagai cara dilakukan warga Tiongkok 
untuk menuntut pertanggung jawaban atas kekejaman militer Jepang pada masa 
itu. Protes keras dari Tiongkok kerap muncul apabila Jepang di anggap telah 
lepas tangan dari masalah tersebut.  
Hubungan keseluruhan kedua negara kini memelihara momentum 
perkembangan, dan kerjasama pragmatis kedua negara di berbagai bidang 
mencapai hasil positif. Tapi di satu aspek yang lain, berziarahnya berturut-turut 
Perdana Menteri Jepang Junichiro Koizuminke Kuil Yasukuni kini merupakan 
masalah utama yang merintangi hubungan politik Tiongkok-Jepang sekarang. 
Di bidang ekonomi, Tiongkok dan Jepang saling menjadi mitra dagang 
yang penting. Jepang berturut-turut selama 10 tahun ini menjadi mitra dagang 
terbesar bagi Tiongkok. Tiongkok menjadi negara mitra dagang kedua terbesar 
dan pasar ekspor kedua besarnya bagi Jepang. 
Di bidang kerja sama ilmu pengetahuan, pendidikan, kebudayaan dan 
kesehatan, sesudah normalisasi hubungan Tiongkok-Jepang, kedua pihak telah 
membentuk hubungan kerja sama iptek antar- pemerintah dan pada bulan Mei 
tahun 1980 menandatangani Persetujuan Kerja sama Iptek Tiongkok-Jepang. 
Tanggal 6 Desember tahun 1979, Tiongkok dan Jepang menandatangani 
Persetujuan Pertukaran Kebudayaan Tiongkok-Jepang yang menetapkan 
pengembangan pertukaran kedua negara di bidang kebudayaan, ilmu pengetahuan 
dan olahraga. Pada tahun 2002, pemerintah kedua negara memutuskan untuk 
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Kini dalam hubungan Tiongkok-Jepang, masih terdapat banyak masalah 
yang perlu dihadapi dengan sungguh-sungguh. Pertama, masalah pengertian 
sejarah. Ini merupakan masalah politik yang sensitif dalam hubungan Tiongkok-
Jepang. Sejak tahun 2001, terjadi beberapa kali peristiwa Jepang mengubah buku 
pelajaran sejarah dengan tidak mempedulikan fakta sejarah, memutarbalikan fakta 
sejarah agresi Jepang di Tiongkok, serta Perdana Menteri Koizumi berkali-kali 
berziarah ke Kuil Yasukuni, kesemua itu telah dengan serius mengganggu 
hubungan Tiongkok-Jepang. 
Kedua, adalah masalah Taiwan. Pendirian Tiongkok dalam masalah 
Taiwan adalah jelas, yaitu tidak menentang Taiwan dan Jepang mengadakan 
pertukaran antar-pemerintah, tapi dengan tegas menentang pertukaran resmi 
dalam bentuk apapun, menelurkan "dua Tiongkok" atau "satu Tiongkok satu 
Taiwan", menuntut Jepang dengan jelas memberi komitmen untuk tidak 
mencantumkan Taiwan dalam lingkup kerja sama keamanan Jepang-Amerika 
Serikat. 
Ketiga, masalah Pulau Diaoyu. Pulau tersebut terletak kira-kira 92 mil di 
sebelah timur laut Kota Khilong, Propinsi Taiwan Tiongkok, merupakan 
kepulauan yurisdiksi Pulau Taiwan. Pulau Diaoyu sejak dahulu adalah wilayah 
Tiongkok, dan sama seperti Taiwan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari 




wilayah Tiongkok. Tiongkok mempunyai kedaulatan yang tak terbantahkan 
terhadap Kepulauan Diaoyu dan perairan di sekitarnya. 
Pendirian Tiongkok itu mempunyai bukti penuh sejarah dan hukum. Bulan 
Desember tahun 1943, Tiongkok, AS dan Inggris dalam Deklarasi Kairo 
menetapkan, wilayah Tiongkok termasuk daerah timur laut, Taiwan dan 
Kepulauan Penghu yang dirampas Jepang harus dikembalikan kepada Tiongkok. 
Komunike Botsdam tahun 1945 menetapkan, syarat Deklarasi Kairo harus 
dilaksanakan. Bulan Agustus tahun itu juga, Jepang menerima Komunike 
Botsdam dan mengumumkan menyerah tanpa syarat, ini berarti Jepang 




Sengketa wilayah kini menjadi poin utama dalam perselisihan kedua 
negara ini. Di awal tahun 2014, terjadi beberapa insiden antara Jepang dengan 
Tiongkok, keduanya mengklaim kepemilikan atas deretan lima pulau kecil dan 
tiga formasi batu tak berpenduduk di Laut Tiongkok Timur. Meski Kepulauan 
Senkaku tidak berpenduduk, laporan-laporan sejak lebih dari 50 tahun lalu 
menunjukkan bahwa kepulauan itu diyakini dikelilingi dengan cadangan kaya 
minyak dan gas yang belum dimanfaatkan.
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Kepulauan Diaoyu atau Senkaku adalah gugusan kepulauan tidak 
berpenghuni di Laut Tiongkok Timur, letaknya sekitar timur-laut Taiwan dan 
barat-daya Okinawa. Kepulauan ini terdiri dari 8 (delapan) pulau terdiri dari 5 
                                                           
37 Tiongkok Radio International. http://indonesian.cri.cn/tiongkokabc/chapter4/chapter40302.htm. 
diakses 28 Agustus 2014 
38Jerry Bonkowski http://apdforum.com/id/article/rmiap/articles/online/features/2014/01/29/japan-
tiongkok-senkaku. diakses 28 Agustus 2014 
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pulau kecil dan 3 pulau batu dengan pulau terbesarnya adalah Uotsuri-jima dalam 
bahasa Jepang atau Diaoyu Dao seluas 4.3 Kilometer persegi. 
Wilayah gugusan kepulauan Senkaku memang terkenal dengan wilayah 
yang sangat kaya akan ikan dengan kualitas tinggi, terlebih pada tahun 1968 
wilayah ini ditengarai memiliki cadangan minyak bumi. Secara Lokasi kepulauan 
senkaku berada di lokasi yang sangat strategis karena sangat dekat dengan jalur 
kapal pengiriman barang di Laut Tiongkok Timur.
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Nama Kepulauan Senkaku atau kepulauan Diaoyu sudah tercatat dalam 
literatur Tiongkok semanjak abad ke 15, saat itu nama kepulauan ini adalah 
Daiyou dalam bahasa Tiongkok. atau Uotsuri dalam bahasa Jepang yang sama-
sama memiliki arti memancing. Klaim formal wilayah ini oleh Jepang dilakukan 
pada 14 Januari 1895. Saat itu terjadi perang antara Kerajaan Meiji Jepang dengan 
Dinasti Ming tahun 1894-1895. Pada akhir perang tersebut Taiwan juga masuk 
kedalam kekuasaan Jepang masa itu. 
Wilayah ini berada dalam kekuasaan Jepang hingga akhir Perang Dunia 
kedua, dimana Jepang harus melepaskan semua wilayah yang didudukinya sejak 
perang dunia pertama termasuk Taiwan, Kepulauan Penghu (Pescadores) dan 
Korea seperti yang tercantum Pada Deklarasi Kairo (1943). Pada 1952 kepulauan 
Ryukyu (Okinawa) berada di bawah kekuasaan Amerika Serikat menurut 
Perjanjian San Fransisco. Tahun 1971, wilayah Kepulauan Ryukyu dipindah 
tangankan ke Jepang, akan tetapi wilayah Okinawa tetap menjadi basis militer 
terbesar Amerika di Jepang. Pada perjanjian-perjanjian setelah perang dunia 




kedua, nama Kepulauan Senkaku tidak disebutkan sama sekali kecuali di revisi 




Sengketa kepemilikan Pulau Senkaku atau Diaoyu telah membawa 
ketegangan di kawasan yang semakin dekat dengan konflik bersenjata. Mengingat 
cakupan perjanjian keamanan AS-Jepang yang di dalamnya juga memungkinkan 
keterlibatan militer AS jika terjadi konflik bersenjata, maka konflik ini sangat 
mungkin dapat berkembang menjadi konflik yang lebih luas, yang dapat 
berdampak buruk terhadap kawasan yang sedang mengalami kemajuan ekonomi 
yang sangat pesat ini. 
Tiongkokdan Jepang adalah dua negara raksasa ekonomi dunia di Asia 
sehingga persengketaan berkepanjangan diantara keduanya bisa berdampak pada 
stabilitas ekonomi global. Tiongkokdan Jepang juga merupakan mitra dagang bagi 
sejumlah negara, termasuk Indonesia. Jika sengketa maritim ini semakin 
memanas, maka mau tidak mau akan berdampak pula pada stabilitas keamanan 
dan ekonomi baik regional maupun internasional. Oleh sebab itu, Tiongkokdan 
Jepang memiliki tanggung jawab besar untuk menjaga stabilitas keamanan, politik 
dan ekonomi di kawasan.  
 
B. Konvensi Chicago 1944 
 Wilayah kedaulatan negara mencakup pula ruang udara diatas wilayahnya. 
Sebelum abad ke-19, perhatian negara terhadap wilayah praktis belum ada sama 
                                                           




sekali. Namun, setelah berhasil ditemukannya pesawat terbang oleh Wright, ruang 
udara mulai diperhitungkan dalam masyarakat internasional. Pada masa 
permulaan perkembangannya, wilayah udara belum begitu penting. Pada masa 
sekarang pun, konsep kedaulatan negara di ruang udara belum begitu penting. 
Pesawat-pesawat terbang yang cukup banyak pada waktu itu, yaitu balon-balon 
udara, bebas diterbangkan dari satu negara dan mendarat di negara lain atau 
kemana saja pesawat tadi kebetulan terbawa oleh angin. Misalnya, seorang 
penerbang bangsa Perancis, yaitu Bleroit yang telah melakukan penerbangan yang 
menggemparkan pada tahun 1909, Bleroit dari Perancis menyebrang melalui selat 
Calais untuk kemudian mendarat di Inggris tanpa adanya keberatan apapun dari 
pihak Inggris. 
 Namun, pada waktu meletusnya Perang Dunia I yang melibatkan pula 
pesawat-pesawat udara dengan teknik yang lebih maju, pesawat ini telah membuat 
keamanan negara terancam melalui pemboman udara dan spionase oleh musuh. 
Karena itu pula, negara-negara secara sepihak mulai menerapkan kedaulatannya 
di ruang udara diatas wilayahnya. Tindakan-tindakan negara ini ditegaskan dalam 
pasal 1 Konvensi Paris (Convention Relating to the Regulation of Aerial 
Navigation) yang ditandatangani tanggal 13 Oktober 1919 yang memberikan 
kepada suatu negara kedaulatan komplit dan eksklusif di atas wilayahnya, 
termasuk perairan teritorialnya. Pasal 1 Konvensi Paris 1919 itu berbunyi sebagai 
berikut : 
“The High Contracting States recognise that every Power has complete 
and exclusive sovereignty over the air space above its territory…and the 





Kedaulatan suatu negara merupakan kekuasaan yang tertinggi dalam batas-
batas wilayah negara itu sendiri, baik wilayah darat, laut maupun udara. Setiap 
negara memiliki kedaulatan penuh dan ekslusif pada ruang udara diatasnya. 
Namun demikian kedaulatan tersebut dibatasi oleh hak-hak negara lain untuk 
melintas diwilayah ruang udara sebagaimana telah diatur dalam Konvensi 
Chicago 1944 dan perjanjian-perjanjian lain. Salah satu yang diatur dalam 
Konvensi ini adalah hak lintas udara.  
Pasal 1 Konvensi Chicago 1944, yang merupakan penegasan dari Konvensi 
Paris 1919, menyatakan: “...The Contracting State recognized that every State has 
complete and exclusive sovereignty over the airspace above its territory”. Pasal 
ini mengatur tentang kedaulatan yang dimiliki oleh negara peserta Konvensi di 
ruang udara di atas wilayahnya. Walaupun konsep kedaulatan bukan merupakan 
prinsip ekonomi, karena lebih tepat disebut konsep politik, namun demikian, dari 
Pasal 1 Konvensi ini dapat ditarik suatu konsekuensi ekonomi yang penting, 
bahwa setiap negara memiliki hak untuk menutup ruang udara di atas wilayahnya 
dari usaha komersial yang dilakukan oleh negara asing. 
Dengan cara ini suatu negara dapat melakukan monopoli angkutan udara 
untuk ke dan dari wilayahnya. Oleh karena itu, demi menjamin terciptanya 
ketertiban lalu lintas penerbangan sipil internasional diperlukan kesediaan negara-
negara untuk membuat perjanjian internasional baik bilateral, regional, plurilateral 
maupun multilateral mengenai hak-hak komersial. Pasal 5 Konvensi menyatakan: 
“Each contracting State agrees that all aircraft of the other contracting 
States, being aircraft not engaged in scheduled international air services 
shall have the right, subject to the observance of the terms of this 
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Convention, to make flights into or in transit non-stop across its territory 
and to make stops for non-traffic purposes without the necessity of obtaining 
prior permission, and subject to the right of the State flown over to require 
landing. Each contracting State nevertheless reserves the right, for reasons 
of safety of flight, to require aircraft desiring to proceed over regions which 
are inaccessible or without adequate air navigation facilities to follow 
prescribed routes, or to obtain special permission for such flights. Such 
aircraft, if engaged in the carriage of passengers, cargo, or mail for 
remuneration or hire on other than scheduled international air services, 
shall also, subject to the provisions of Article 7, have the privilege of taking 
on or discharging passengers, cargo, or mail, subject to the right of any 
State where such embarkation or discharge takes place to impose such 
regulations, conditions or limitations as it may consider desirable”. 
Pasal 5 menyatakan bahwa penerbangan non-schedule yang melintasi batas 
wilayah negara, baik penerbangan yang bersifat non-trafic maupun penerbangan 
traffic yaitu mengangkut dan menurunkan barang atau surat, harus mendapatkan 
izin dari negara kolong dan selama penerbangan diharuskan mematuhi semua 
peraturan yang ditetapkan negara kolong. Pasal ini erat kaitannya dengan 
pertukaran hak-hak komersial untuk penerbangan non-schedule internasional. 
Sedangkan Pasal 6 Konvensi mengatur tentang penerbangan terjadwal 
internasional yang berbunyi:  
“No scheduled international air service may be operated over or into the 
territory of a contracting State, except with the special permission or other 
authorization of that State, and in accordance with the terms of such 
permission or authorization”. 
Pasal ini secara tegas menyatakan bahwa penerbangan sipil yang melayani 
pengangkutan terjadwal internasional (schedule international) hanya dapat 
beroperasi apabila sebelumnya telah diberikan izin berupa suatu “permission” 
atau pemberian hak lainnya oleh negara yang melintasi rute penerbangannya. 
Dengan perkataan lain, pengoperasian angkutan udara terjadwal internasional 
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memerlukan adanya perjanjian antar negara, baik secara bilateral maupun secara 
multilateral. 
Adapun 6 (enam) dokumen hasil Konfrensi Chicago, yaitu : 
1. The Convention on International Civil Aviation (Chicago Convention 
1944). 
2. International Air Services Transit Agreement (IASTA). 
3. International Air Transport Agreement (IATA). 
4. Draft of 12 Tehnical Annexes (Annex 1 – 12). 
5. Standard form of Bilateral Agreement (Chicago Form Agreement). 
6. The Provisional International Civil Aviation Organization (PICAO).  
Sembilan puluh enam pasal dari konvensi ini menetapkan hak-hak khusus 
dan kewajiban-kewajiban bagi semua negara-negara peserta. Konvensi Chicago 
1944 yang ditandatangani di Chicago pada tanggal 7 Desember 1944 dengan 
anggota berjumlah 152 negara termasuk Indonesia, dinilai mengandung 
kelemahan. Salah satu kelemahannya adalah adanya pertentangan kepentingan 
antara penegakan kedaulatan negara secara maksimal dengan kekerasan senjata 
yang berlawanan dengan kepentingan melindungi keselamatan jiwa manusia di 
dunia penerbangan sipil. Sehingga pada tanggal 10 Mei 1984 di Montreal telah 
ditandatangani protokol yang merubah Konvensi Chicago (Amandement to 
Chicago Convention 1944) dengan memasukkan pasal 3 Bis, mengenai: 




2) Negara berhak memerintahkan pesawat udara sipil pelanggar untuk mendarat 
dibandar udara yang ditentukan. 
3) Negara diminta menggunakan prosedur pencegatan (Interception) terhadap 
pesawat udara sipil. 
4) Setiap pesawat udara sipil harus mematuhi instruksi yang diberikan oleh 
pesawat udara negara yang melakukan pencegatan. 
5) Setiap negara harus menetapkan dalam perundang-undangan nasionalnya 
ketentuan hukum yang berat bagi para pelaku dan operator pesawat udara sipil, 
yang dengan sengaja bertentangan dengan Konvensi ini. 
Dalam melakukan penyergapan harus diperhatikan tata cara sebagaimana 
diatur dalam Attachment dari Annex 2 Rules of the Air. Untuk menjamin adanya 
tingkat keselamatan yang optimal bagi penerbangan maka negara melalui ICAO 
menetap standard kan dan recommended practices untuk bisa diikuti oleh setiap 
negara dalam menyelenggarakan pengendalian ruang udara di atas wilayah 
kedaulatannya. 
 Jika terdapat negara yang dalam menentukan pengendalian ruang udara di 
atas wilayah kedaulatannya berlainan dari standar yang ditetapkan ICAO, maka 
negara tersebut wajib memberitahukan perbedaannya tersebut kepada ICAO 
sehingga bisa diketahui oleh negara-negara lain. Daftar negara-negara yang 
mempunyai perbedaan pengaturan dari standar ICAO beserta isi perbedaannya 
dicantumkan dalam suplemen annex yang bersangkutan. Sedangkan bagi 
penerbangan di atas wilayah yang tidak termasuk kedaulatan suatu negara (laut 
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lepas), ICAO menetapkan aturan ketentuan pengaturan penggunaan ruang udara 
(annexes) yang direkomendasikan untuk diikuti oleh semua negara. 
 
C.  Penjelasan tentang Air Defense Identification Zone (ADIZ) Tiongkok 
1. Gambaran Kekuatan Udara Tiongkok 
Secara eksplisit dalam National Defense Policy tahun 2008, Tiongkok 
menyatakan bahwa kebijakan pertahanannya murni defensif.
41
 Lebih lanjut 
Tiongkok menyebut strategi militernya sebagai pertahanan aktif, yaitu mematuhi 
prinsip‐prinsip operasi defensif, self defense, dan menyerang apabila telah 
diserang terlebih dahulu oleh musuh. Selain itu, Tiongkok juga memastikan tidak 
akan menggunakan senjata nuklir untuk menyerang pertama kali, mengejar 
strategi nuklir self‐defensive dan tidak akan masuk di dalam perlombaan senjata 
nuklir dengan negara lain.
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Dalam kerangka pertahanan nasional ini, Tiongkok menempatkan 
kedaulatan negara, keamanan, integritas wilayah, kepentingan pembangunan 
nasional dan kepentingan rakyat Tiongkok di atas segalanya. Oleh karena itu, 
Tiongkok sangat berkepentingan dan berupaya keras membangun sistem 
pertahanan nasional dan kekuatan militer yang kuat yang sesuai dengan kebutuhan 
keamanan dan pembangunan nasional. 
                                                           
41 Tiongkok's National Defense in 2008, Information Office of the State Council of the People's 
Republic of Tiongkok January 2009. Beijing. http://www.tiongkok.org.cn/government/central 




Dalam kerangka pertahanan nasional, Tiongkok menjamin bahwa 
modernisasi militer yang dilakukannya adalah hanya untuk memenuhi kebutuhan 
mempertahankan diri. Sejalan dengan sikap itu, Tiongkok secara teguh berpegang 
kepada kebijakan bukan pihak pertama menggunakan senjata nuklir, dan bersikap 
menahan diri terhadap perkembangan senjata nuklir. Tiongkok pun tidak akan 
melibatkan diri dalam perlombaan senjata nuklir dan tidak akan pernah 
menempatkan senjata nuklir di luar wilayah Tiongkok. Kemampuan serang balas 
senjata nuklir Tiongkok dibatasi hanya untuk mendukung strategi penangkalan 
menghadapi serangan nuklir dari negara lain.  
Tiongkok menjadi salah satu negara yang mengalami peningkatan kualitas 
sistem pertahanan dan militer. Kemajuan pesat di bidang militer dapat dilihat dari 
peningkatan kekuatan Tiongkok pada pertahanan kemamanan udara. Pada tahun 
1999, Angkatan Udara Tiongkok mengoperasikan lebih dari 3.500 pesawat 
tempur yang terdiri dari J-6 (sekelas MiG-19) dan J-7 (desain berdasarkan MiG-
21). Kesepakatan dengan Rusia adalah induksi untuk 100 Sukhoi Su-27 fighter. 
Angkatan Udara Tiongkok juga memiliki armada pesawat bomber (pembom) H-6 
(desain berdasarkan Tu-16).  
Modernisasi Angkatan Udara Tiongkok didorong oleh pertumbuhan 
ekonomi Tiongkok yang luar biasa. Di abad ke-21 ini, dunia telah menyaksikan 
akuisisi Tiongkok atas 105 Sukhoi Su-30MKK (2000-2003) dan 100 upgrade 
Sukhoi Su-30MKK2 (2004). Tiongkok juga telah memproduksi lebih dari 200 
pesawat tempur J-11s dari tahun 2002 dan hingga saat ini. Angkatan Udara 
Tiongkok juga membeli total 126 Sukhoi Su-27SK/UBK dalam tiga batch 
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pengiriman. Produksi pesawat tempur J-10 dimulai pada tahun 2002 dan 1200 
berada dalam order. Pesawat bomber H-6 (Tu-16 Badger) dikonversi menjadi 
pesawat terbang pengisian bahan bakar. 
Pada tahun 2005, Angkatan Udara Tiongkok mengumumkan rencana 
untuk mengakuisisi 70 pesawat angkut (airlifter) Ilyushin Il-76 dan 30 pesawat 
tanker Ilyushin Il-78 yang secara signifikan akan meningkatkan kemampuan 
airlift strategis dan memberikan kemampuan tempur dalam waktu yang lama bagi 
Angkatan Udara Tiongkok. Departemen Pertahanan Amerika Serikat telah 
melaporkan bahwa Su-27 SKS Tiongkok diperbaharui menjadi Sukhoi Su-27 
SMK multirole (multiperan). 
Kemajuan militer udara Tiongkok tidak berekembang begitu saja, Uni 
Soviet memiliki peranan penting dalam perkembangan industri militer Tiongkok 
di bidang udara. Awalnya, Uni Soviet memberikan bantuan kepada Angkatan 
Udara Tiongkok di awal 1950-an dengan membantu mendirikan fasilitas produksi 
pesawatnya. Pilot-pilot Angkatan Udara Tiongkok juga dilatih dengan taktik 
Soviet dan beberapa dari mereka juga turut ambil bagian dalam Perang Korea 
melawan USAF (Angkatan Udara AS). 
Pada akhir 1950-an, pabrik-pabrik perakitan pesawat Tiongkok (di bawah 
lisensi Uni Soviet) mulai merakit pesawat dalam jumlah yang besar. Pesawat-
pesawat yang dirakit adalah J-2 (MiG-15), J-4 (MiG-15bis), J-5 (MiG-17) dan J-6 
(MiG-19). Putusnya hubungan dengan Uni Soviet merupakan pukulan telak bagi 
Tiongkok. Industri pesawat terbang Tiongkok nyaris hancur. Namun, secara 
bertahap industri kedirgantaraan Tiongkok mulai pulih pada tahun 1965 dan 
50 
 
Tiongkok memproduksi pesawat tempur pertama mereka, J-8, berdasarkan 
penggabungan desain pesawat-pesawat Uni Soviet. 
Modernisasi Angkatan Udara Tiongkok pada waktu itu juga mengalami 
kendala akibat prioritas anggaran Tiongkok yang lebih condong mendukung 
pasukan rudal dan nuklir Tiongkok. Memanfaatkan celah antara Uni Soviet dan 
Tiongkok, negara-negara Barat mulai memberikan bantuan untuk Angkatan Udara 
Tiongkok pada akhir 1980-an. Avionik barat diaplikasikan ke J-7 (copy dari MiG-
21), J-8 dan A-5 ground attack fighter. Teknologi barat juga turut andil dalam 
pengembangan bomber B-6D, rudal SAM HQ-2j high altitude dan rudal anti-




2. Air Defense Identification Zone (ADIZ ) Tiongkok  
Konvensi Chicago 1944 merupakan landasan berpijak dari ketentuan-
ketentuan hukum udara internasional. Kedaulatan wilayah udara negara diatur 
dalam Konvensi Chicago yang menyatakan: „the contracting States recognize that 
every State has complete and exclusive sovereignty over the airspace above its 
territory”. Hukum internasional tidak memberikan hak untuk lintas damai melalui 
ruang udara, dan untuk memasuki ruang udara suatu negara dibutuhkan ijin dari 
negara dimana wilayah udaranya akan dimasuki. Ruang udara sepenuhnya tunduk 
kepada kedaulatan (sovereignty) yang lengkap dan eksklusip dari negara kolong 
(subjacent state) sebagaimana ditegaskan oleh ketentuan pasal 1 Konvensi 
                                                           








Apabila mempelajari Konvensi Chicago 1944 maka terlihat bahwa tidak 
ada satupun pasal yang mengatur mengenai batas wilayah udara yang dapat 
dimiliki oleh suatu negara bawah baik secara horisontal maupun secara vertikal. 
Kembali kepada Pasal 1 Konvensi Chicago khususnya pada kata “complete and 
exclusive”, maka timbullah pertanyaan apakah yang dimaksud dengan kata ini 
bahwa kedaulatan negara di ruang udara dapat digunakan dan dilaksanakan secara 
penuh dan eksklusif tanpa memperhitungkan kepentingan negara lain. Namun 
pada Pasal 2 Konvensi Chicago 1944 menjelaskan apakah yang dimaksud dengan 
penuh (complete) adalah negara yang berada di bawah ruang udara mempunyai 
hak secara penuh atau utuh untuk mengatur ruang udara yang berada di atasnya, 
dan pada Pasal 3 Konvensi Chicago 1944 yang dimaksud dengan eksklusif 
(exclusive) adalah negara lain yang ingin memasuki wilayah udara suatu negara 
harus meminta izin terlebih dahulu kepada negara kolong tersebut. 
Seperti telah diketahui bahwa batas wilayah darat suatu negara adalah 
berdasarkan perjanjian dengan negara-negara tetangga, dan dengan demikian 
setiap negara memiliki batas kedaulatan di wilayah udara. Wilayah udara secara 
horisontal adalah sama dengan seluas wilayah darat negaranya, sedangkan negara 
yang berpantai batas wilayah negara akan bertambah yaitu dengan adanya 
ketentuan hukum yang diatur di dalam Article 3 United Nations Convention on the 
Law Of the Sea (1982) yang menyebutkan setiap negara pantai dapat menetapkan 
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CV Mitra Karya, 2003, hal. 294. 
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lebar laut wilayahnya sampai maksimum 12 mil laut yang diukur dari garis 
pangkal (base line). Yaitu dengan cara luas daratan yang berdasarkan perjanjian 
perbatasan dengan negara tetangga dan ditambah dengan Pasal 3 Konvensi 
Hukum Laut 1982. 
Begitu pula dalam hal apabila laut wilayah yang berdampingan atau 
berhadapan dengan milik negara tetangga yang kurang dari 2 x 12 mil laut, maka 
penyelesaian masalah batas wilayah udara secara horisontal adalah melalui 
perjanjian antar negara tetangga seperti halnya dalam hukum laut internasional. 
Tetapi ada beberapa negara seperti Amerika Serikat dan Kanada mengajukan 
secara sepihak untuk menetapkan jalur tambahan (contiguous zone) di ruang udara 
yang dikenal dengan istilah Air Defence Identification Zone (A.D.I.Z.).  
Air Defence Identification Zone (ADIZ) dibentuk atas dasar keperluan 
identifikasi dalam sistem pertahanan udara bagi suatu negara, dimana zona 
tersebut pada umumnya terbentang mulai dari wilayah territorial negara yang 
bersangkutan hingga mencapai ruang udara di atas laut bebas yang berbatasan 
dengan negara tersebut. Pada dasarnya ADIZ merupakan sarana penunjang sistem 
pertahanan udara nasional. Dasar hukum pendirian ADIZ adalah asas bela diri 
(self defence) yang diakui dalam Pasal 51 Piagam PBB.
45
 Hak negara untuk 
menggunakan senjata untuk mempertahankan diri dari kekuatan dari luar (negara 
lain) didasarkan kepada hukum kebiasaan internasional (customary international 
law). Hak untuk membela diri yang dimaksud dalam piagam PBB pada 
hakekatnya memang merupakan sesuatu hak yang melekat. Ketentuan dalam 
                                                           




Pasal 51 piagam PBB tersebut bukan semata-mata menciptakan hak tetapi secara 
eksplisit hak membela diri itu memang diakui menurut prinsip-prinsip Hukum 
Internasional. Hak untuk membela diri yang diatur dalam piagam PBB pasal 51. 
Pasal itu berbunyi: 
“Nothing in the present Charter shall impair the inherent right of 
individual or collective self defence if an armed attack occurs against a 
Member of the United Nations, until the Security Council has taken 
measures necessary to maintain international peace and security. 
Measures taken by Members in the exercise of this right of self-defence 
shall be immediately reported to the Security Council and shall not in any 
way affect the authority and responsibility of the Security Council under 
the present Charter to take anytime such action as it deems necessary in 
order to maintain or restore international peace and security.” 
 
Meskipun redaksional hak membela diri (self defence) tersirat dalam bunyi 
pasal tersebut, namun dalam travaux prepatoires dinyatakan bahwa hak tersebut 
merupakan sesuatu yang melekat (inherent). Bunyi pasal 51 memang tidak 
menyebutkan cara yang dapat dilakukan untuk melaksanakan hak membela diri. 
Pasal ini sering dikaitkan dengan hak untuk menggunakan kekerasan bersenjata 
secara terbatas. Rosalyn Higgins misalnya berpendapat bahwa piagam PBB telah 
memberikan izin terbatas atas penggunaan kekerasan bersenjata dalam kerangka 
hak membela diri baik secara individual maupun kolektif. 
PBB juga mempertimbangkan bahwa tindakan itu dapat menjadi sebuah 
mekanisme untuk menuntut hak hukum serta mencapai keadilan sosial dan politik. 
Beberapa sarjana hukum internasional dan juga praktek-praktek Negara telah 
menafsirkan hak membela diri tersebut dengan meluaskan maknanya menjadi 
melindungi diri (self preservation). D.W. Bowett misalnya mengatakan bahwa 
pasal 51 diartikan hak untuk membela diri bukan membatasinya. Menurutnya 
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tidak ada hubungan antara serangan bersenjata dengan hak membela diri. Tidak 
ada negara yang dapat menunggu hingga ada serangan bersenjata baru dapat 
membela diri. Selain itu ADIZ juga diatur dalam Document 9426-AN/924 First 
Edition 1984 ICAO (International Civil Aviation Organization), pada chapter 3 
tentang Airspace Organization Ayat 3.3.4 Special Designated Airspace yang 
mengakui keberadaan ADIZ suatu Negara.
46
 
Selain itu, dasar hukum pendirian ADIZ adalah praktek internasional yang 
telah menjadi hukum kebiasaan internasional (customary international law). Pasal 
38 (1) Statuta Mahkamah Internasional menyebutkan Hukum kebiasaan 
internasional merupakan salah satu sumber hukum yang diakui oleh negara- 
negara pada umumnya. Hukum kebiasaan berasal dari praktek negara-negara 
melalui sikap dan tindakan yang diambil terhadap suatu persoalan. Bila suatu 
negara mengambil suatu kebijakan dan kebijakan tersebut diikuti oleh negara-
negara lain dan dilakukan berkali-kali serta tanpa adanya protes atau tantangan 
dari pihak lain maka secara berangsur-angsur terbentuklah suatu kebiasaan. 
Setelah Amerika Serikat dan Kanada menerapkan ADIZ untuk wilayah 






                                                           
46 Priyatna Abdurrasyid, Pengantar Hukum Ruang Angkasa dan Space Treaty 1967, Binacipta, 
Bandung, 1977, hlm. 103. 
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Gambar 3.1. ADIZ Tiongkok di Laut Tiongkok Timur 
 
Sumber: http://www.economist.com 
ADIZ Tiongkok di Laut Timur adalah Zona Identifikasi Pertahanan Udara  
yang meliputi sebagian besar Laut Tiongkok Timur di mana Republik Rakyat 
Tiongkok mengumumkan bahwa Tiongkok memperkenalkan pembatasan lalu 
lintas udara baru pada bulan November 2013 .
47
  
 Menurut Departemen Tiongkok Pertahanan Nasional, pesawat asing di 
zona akan diharapkan untuk mematuhi berikut:
48
 
1. Identifikasi rencana penerbangan (identification of flight plan). Setiap 
pesawat udara yang akan melewati wilayah di zona ini harus melaporkan 
                                                           
47 Rick Gladstone dan Matthew L. Wald, Tiongkok Menempatkan Wilayah Udara di Laut 
Tiongkok Timur, Spotlight The New York Times, diakses 1 okteber 2014 
48 Ministry of National Defense of the People's Republic of Tiongkok, Announcement of the 
Aircraft Identification Rules for the East Tiongkok Sea Air Defense Identification Zone of the 
P.R.C. Beijing, Tiongkok 2013, diakses pada 28 Agustus 2014. 
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rencana penerbangan ke Tiongkok Departemen Luar Negeri atau Civil 
Aviation Administration.  
2. Identifikasi Radio (Radio identification). Setiap pesawat udara yang 
melintasi zona ini harus menjaga komunikasi radio dua arah untuk 
menanggapi pertanyaan secara tepat waktu dan akurat. 
3.  Identifikasi responden (Responder identification). Setiap pesawat yang 
dilengkapi dengan transponder Air Traffic Control Radar Beacon Sistem 
harus tetap berada dalam jangkaun selama pesawat di zona ini.  
4.  Identifikasi tanda (Sign identification). Setiap pesawat udara yang 
melintas di zona ini harus menunjukkan suatu lambang atau tanda yang 
menunjukkan kewarganegaraan dan pendaftaran dengan jelas, sesuai 
dengan perjanjian internasional. 
5. Pesawat di zona ini harus mengikuti aturan yang telah ditetapkan. Militer 
Tiongkok akan mengadopsi langkah-langkah defensif darurat dalam 
menanggapi pesawat yang menolak mengikuti instruksi. 
Tiongkok mengumumkan bahwa aturan ini berlaku dari jam 10 pagi pada 
23 November 2013 waktu Beijing. Aturan ini jelas akan memicu permasalahan di 
kawasan Laut Tiongkok Timur.  
Deklarasi ADIZ yang mencakup area Diaoyutai/Senkaku yang 
dipersengketakan antara Tiongkok dan Jepang, telah membuat khawatir  negara 
tetangga-tetangga Tiongkok, khususnya Jepang dan Korea Selatan. Tindakan 
Tiongkok tersebut telah memaksa Jepang, Korea Selatan juga Amerika dan 
Australia untuk menantang peraturan baru yang dipaksakan oleh Tiongkok 
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dengan terbang ke dalam wilayah ADIZ yang dideklarasikan oleh Tiongkok tanpa 
melaporkan rencana penerbangan mereka ke Tiongkok atau mengambil tindakan-
tindakan khusus untuk mengidentifikasi diri mereka. Dalam pembelaan dirinya, 
sumber-sumber Tiongkok berargumen bahwa tiap negara memiliki hak untuk 
mendeklarasikan ADIZ, seperti halnya Jepang yang mendeklarasikan ADIZ di 
Laut Tiongkok Timur 40 tahun yang lalu, dan bahwa Amerika dan kurang lebih 
20 negara lainnya juga memiliki zona serupa yang dihormati oleh negara-negara 
lain.  
 Pada sisi yang lain, sejumlah pengamat termasuk di dalamnya Menteri 
Luar Negeri Amerika John Kerry dan Menteri Pertahanan Amerika Chuck Hagel, 
bereaksi atas tindakan Tiongkok tersebut dengan menuduh Tiongkok sedang 
berupaya mengubah status quo dari daerah-daerah maritim yang dipersengketakan 
oleh Jepang dan Tiongkok sejak lama dengan memperluas lingkup wilayah yang 
dipersengketakan hingga mencakup ruang udara.  
Hal-hal yang dipertaruhkan di dalam sengketa maritim tersebut meliputi 
antara lain kedaulatan atas wilayah yang dipersengketakan, eksploitasi atas 
sumber daya hidup dan sumber daya tak hidup yang ada di laut, akses atas jalur-
jalur komunikasi laut yang vital tidak hanya bagi pihak-pihak yang bersengketa 
tapi juga bagi pihak-pihak pengguna laut yang lain; sementara bagi kekuatan-
kekuatan besar, hal-hal yang dipertaruhkan di dalam sengketa meliputi kompetisi 
strategis atas kepemimpinan wilayah; dan khususnya bagi Tiongkok, sesuatu yang 
dirasakan harus dilakukan untuk membenarkan kesalahan-kesalahan sejarah. 
Upaya untuk mewujudkan yurisdiksi atas wilayah udara di atas pulau-pulau dan 
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lautan yang dipersengketakan lewat deklarasi ADIZ secara sepihak, pada sisi yang 
lain, cenderung menciptakan objek sengketa yang baru, sehingga banyak 
pengamat melihat bahwa ancaman atas kebebasan penerbangan di udara tidak 
kalah penting dengan bagaimana klaim yurisdiksi maritim yang berlebihan 
memberi ancaman terhadap kebebasan pelayaran di laut.
49
 
 Kebebasan navigasi telah sejak lama diidentifikasi sebagai kepentingan 
utama Amerika Serikat di Laut Tiongkok Selatan, dan ini ditunjukkan dengan 
insiden pada 5 Desember saat sebuah kapal Tiongkok bermanuver sangat dekat ke 
USS Cowpens, sebuah kapal penjelajah roket kendali yang dituduh oleh Tiongkok 
telah membuntuti pembawa pesawat tempur Tiongkok yang baru (Liaoning), yang 
telah ditempatkan di Laut Tiongkok Selatan. Menteri Pertahanan Amerika Hagel 
menyebut tindakan Tiongkok tersebut tidak bertanggung jawab dan mengatakan 
bahwa insiden tersebut bisa saja memicu tindakan militer yang lebih besar. Satu 
masalah di antara isu-isu yang belum terselesaikan di dalam Konvensi tentang 
Hukum Laut adalah interpretasi atas aturan-aturan mengenai hak negara untuk 
mengadakan aktivitas-aktivitas militer di laut, dalam hal ini Tiongkok dan 
Amerika Serikat melaksanakan kebijakan yang saling bertentangan satu sama lain. 
Insiden ini merupakan satu contoh lain dari kecenderungan Tiongkok maupun 
Amerika Serikat untuk menantang keberadaan dan aktivitas militer satu sama lain, 
                                                           
49Aileen San Pablo-Baviera, http://kyotoreview.org/issue-15/meningkatnya-persaingan-strategis-
di-antara-kekuatan-kekuatan-utama-asia-timur-implikasi-bagi-asia-tenggara-dan-laut-
tiongkok-selatan/, diakses 11 September 2014 
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 Setiap negara berhak menerapkan ADIZ di masing-masing wilayahnya 
akan tetapi tindakan yang dilakukan Tiongkok tidak tepat. Hal ini dikarenakan 
pertama, penetapan ADIZ Tiongkok di tengah konflik sengketa pulau Senkaku 
atau Diaoyu di Laut Tiongkok Timur dengan Jepang telah mengirimkan sinyal 
yang salah bagi para tetangganya yaitu Jepang, Korea dan Taiwan serta AS. Ia tak 
hanya dipandang sebagai sebuah rumusan persepsi ancaman namun juga upaya 
menunjukkan kekuatan dan keteguhan (assertiveness) Tiongkok atas klaimnya 
terhadap pulau Senkaku atau Diaoyu dan kesiapan terhadap eskalasi konflik. 
 Kedua, Tiongkok memang berhak membuat ADIZ, tapi dari segi waktu 
(timing) dan tak adanya konsultasi dengan para tetangganya mengakibatkan 
meningkatnya ketegangan dan mengundang AS juga menunjukkan kekuatannya 
yang berpotensi konflik militer seperti yang terjadi pada 5 Desember 2013. 
 Ketiga, luas ADIZ Tiongkok yang tumpang tindih (overlap) dengan ADIZ 
Korea Selatan dan Jepang telah menimbulkan reaksi resiprokal di mana Korea 
Selatan pada 8 Desember lalu kemudian mengubah dan memperluas ADIZ-nya 
yang telah berumur 62 tahun. Perluasan itu mencakup 66.000 km persegi 
tambahan luas wilayah dari ADIZ yang lama yang juga tumpang tindih dengan 
ADIZ Tiongkok. 
 Keempat, ADIZ Tiongkok telah menimbulkan reaksi keras Jepang dengan 
mengerahkan pesawat tempur untuk melindungi wilayah udaranya dan 




mengakibatkan meningkatnya insiden antara angkatan laut kedua negara. Jepang 
juga meminta penerbangan sipilnya menolak otoritas Tiongkok di wilayah udara 
yang disengketakan. Amerika Serikat juga menggerakkan pesawat pembom B 52 
atas wilayah udara itu tanpa memberitahu Tiongkok. 
 Jepang merasa keputusan Tiongkok ini jelas merugikan negaranya. Oleh 
sebab itu respon negatif telah ditunjukkan oleh pemerintah Jepang. Setelah 
penerapan ADIZ ini Perdana Menteri Jepang Shinzo Abe langsung memanggil 
duta besar Tiongkok untuk Jepang untuk memberikan penjelasan mengenai zona 
tersebut. Shinzo Abe juga berharap akan diadakan dialog antara pemerintah 




 Selain itu, Jepang juga menunjukkan sikap bahwa negara ini sama sekali 
tidak mengakui ADIZ baru yang ditetapkan oleh Tiongkok ini. Hal ini 
ditunjukkan dengan keputusan Pemerintah 2 jet tempur F-15J sebagai respon 
cepat dari keputusan Tiongkok mengirimkan 2 pesawat patroli ke sekitar udara 
Senkaku/Diaoyudai yakni sebuah pesawat pengintai Y-8 dan Tu-154. 
 Penerapan ADIZ Tiongkok ini juga memberikan pengaruh secara tidak 
langsung terhadap kebijakan yang dikeluarkan pemerintah Jepang. Setelah 
mengetahui  keputusan Tiongkok di wilayah Laut Tiongkok Timur, Pemerintah 
Jepang berusaha meningkatkan anggaran belanja negara di bidang militer.  
Kementerian Pertahanan Jepang, meminta kenaikan anggaran hingga 3,5 persen 
menjadi 5,05 triliun yen atau sekitar Rp569,9 triliun untuk tahun fiskal 2015, yang 
                                                           
51 Ruslan Burhani, http://www.antaranews.com/berita/409284/jepang-minta-dialog-dengan-
tiongkok. diakses tanggal 4 Oktober 2014 
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akan dimulai April tahun 2015. Anggaran yang besar itu akan digunakan untuk 
membeli beberapa peralatan militer, seperti pesawat-pesawat patroli militer dan 
sebuah kapal selam siluman.
52
 
 Peningkatan anggaran pertahanan, yang ketiga kalinya dalam tiga tahun 
berturut-turut, sejalan dengan kebijakan Perdana Menteri Shinzo Abe 
meningkatkan kapasitas militer Jepang menghadapi konflik wilayah dengan 
Tiongkok. Abe sebelumnya telah mengambil langkah-langkah tegas dalam 
kebijakan keamanan nasional Jepang, juga telah mencabut aturan yang melarang 
tentara Jepang berperang di luar negeri dan memudahkan proses ekspor senjata.
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 Pemerintah Jepang juga telah melakukan pembaharuan terhadap Buku 
Putih Pertahanan Jepang pada awal Agustus 2014. Buku Putih tersebut merupakan 
arah kebijakan pertahanan dan keamanan pemerintahan Perdana Menteri Shinzo 
Abe yang di dalamnya menunjukkan kebijakan Jepang untuk meningkatkan 
kekuatan militernya. Buku tersebut memberikan perhatian yang cukup besar 
terhadap perkembangan kekuatan militer Tiongkok dan bahkan secara jelas 
menyebut Tiongkok sebagai salah satu ancaman, termasuk terkait sengketa kedua 
negara di Laut Tiongkok Timur.
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 Jepang menunjukkan perhatian serius pada perkembangan militer 
Tiongkok dan aktivitas Tiongkok di Laut Tiongkok Timur dan Selatan, 
pembentukan ADIZ di Laut Tiongkok Timur dan insiden pertemuan pesawat 
militer Tiongkok dan Jepang yang sangat jarang terjadi. Sementara Jepang akhir-
                                                           
52 Liberty Jemadu, http://www.suara.com/news/2014/08/29/145254/kemhan-jepang-minta-
kenaikan-anggaran-hingga-rp5699-triliun/, diakses 10 Oktober 2104 
53 Ibid. 
54 Rizki Roza, http://berkas.dpr.go.id/pengkajian/files/info_singkat/Info%20Singkat-VI-15-I-P3DI-
Agustus-2014-75.pdf, diakses 10 Oktober 2014 
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akhir ini berupaya mengadakan pertemuan tingkat tinggi dengan Tiongkok untuk 
meningkatkan hubungan bilateral kedua negara. Perhatian yang cukup besar 
terhadap Tiongkok terkait berbagai perkembangan baru yang terjadi dalam 
beberapa tahun terakhir mencerminkan kekhawatiran Jepang terhadap Tiongkok. 
Buku Putih pertahanan bahwa berbagai perkembangan di Tiongkok termasuk 
pembentukan ADIZ di Laut Tiongkok Timur di sekitar wilayah yang 




D. Gambaran Militer Jepang 
Jepang adalah Negara dengan sejarah sistem pertahan yang kuat. 
Meskipun telah mengalami kekalahan pada perang dunia II, saat ini Jepang masih 
menjadi Negara dengan kekuatan militer yang kuat. Hal ini juga diperkuat dengan 
adanya kerjasama Jepang dengan Amerika Serikat dibidang Keamanan.  
Jepang yang telah melakukan reformasi dibidang keamanan pasca 
kekalahannya di perang dunia II terus dihadapkan dengan situasi yang sulit. 
Peningkatan kualitas militer Negara-negara tetangganya membuat Jepang harus 
mengimbangi pertumbuhan kualitas keamanan Negara-negara lain, utamanya 
Tiongkok. ADIZ baru yang diterapkan Tiongkok menjadikan Jepang merasa perlu 
untuk melakukan pembaharuan. 
Pemerintahan  Abe mengusulkan  kenaikan  anggaran  pertahanan untuk  
tahun  2014  dengan  argumen  bahwa diperlukan  penguatan  pertahanan  untuk 
merespons  pertumbuhan  pesat  militer  Tiongkok dan ancaman nuklir Korea 




Utara, Pemerintahan Abe mengajukan kenaikan anggaran pertahanan tertinggi  
sejak  22  tahun  terakhir.  Pada  bulan Agustus lalu, Jepang mengumumkan 
anggaran pertahanan  tahun  2014  akan  mencapai  49 miliar  dolar  AS  yang  
akan  digunakan  untuk meningkatkan kemampuan pengawasan pulau-pulau,  
termasuk  pulau  yang  diklaim  oleh Tiongkok.  
Kenaikan  anggaran  pertahanan  sebesar tiga  persen  tersebut  merupakan  
yang  terbesar sejak  tahun  1992,  dan  merupakan  titik balik  karena  sejak  
tahun  2002  sampai  2012 anggaran  pertahanan  Jepang  selalu  mengalami 
penurunan.  Jika  dibandingkan  dengan  Tiongkok, anggaran  pertahanan  Jepang  
jauh  tertinggal. Belanja  pertahanan  Tiongkok  pada  tahun  2012 mencapai  166  
miliar  dolar  AS,  atau  tiga  kali lebih besar dari anggaran Jepang. Antara tahun 
2003 sampai 2012, anggaran pertahanan Tiongkok telah mengalami kenaikan 
sebesar 175 persen, sementara  Jepang  mengalami  penurunan. Ketimpangan  
belanja  pertahanan  tersebut tampaknya  telah  menghasilkan  sikap  asertif 
Tiongkok.  Kapal-kapal  patroli  Tiongkok  sering  kali bertindak keras di wilayah 
Kepulauan Senkaku yang dipersengketakan kedua negara.
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Upaya-upaya  untuk  meningkatkan kekuatan  militer  Jepang  akan  
memiliki  arti yang  berbeda  jika  diikuti  dengan  revisi  Pasal 9.  Tanpa  
perubahan  Pasal  9,  senjata-senjata mutakhir Jepang tetap hanya dapat digunakan 
jika  Jepang  yang  mengalami  serangan  secara langsung, yang artinya tidak 
terjadi pergeseran sifat  dasar  militer  Jepang  sebagai  kekuatan pertahanan diri. 
                                                           
56
 Rizki Roza, http://berkas.dpr.go.id/pengkajian/files/info_singkat/Info%20Singkat-V-20-I-P3DI-
Oktober-2013-75.pdf, diakses 15 November 2014 
64 
 
Dengan merevisi Pasal 9, setiap peningkatan  kekuatan  militer  Jepang  akan 
secara  signifikan  memengaruhi  perimbangan kekuatan di kawasan. 
Sementara melakukan pembaharuan anggaran pertahahan, pemenrintah 
Jepandalam hal ini  
Departemen Pertahanan Jepang tengah berjuang keras untuk 
meningkatkan anggaran militer mereka untuk tahun fiskal yang akan datang. 
Negara ini harus membayar pengadaan jet tempur siluman, drone dan kapal selam 
hi-tech. Departemen Pertahanan pada Jumat 29 Agustus 2014 telah meminta 
kenaikan 3,5 persen menjadi 5,05 triliun yen (US $48, 7 miliar) untuk tahun yang 
dimulai April mendatang. Jika disetujui, maka peningkatan ketiga berturut-turut 
akan lebih dari membalikkan pemotongan yang dilakukan pada Desember 2012. 




Perdana Menteri Shinzo Abe diprotes banyak negara terutama Tiongkok 
yang menyebut Abe menghidupkan kembali militerisme Jepang. Tetapi Jepang, 
memang wajar waspada mengingat anggaran militer Beijing telah melonjak empat 
kali lipat selama dekade terakhir menjadi 808 miliar yuan ($ 132 miliar), hampir 
tiga kali lipat Jepang.
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Dalam beberapa tahun terakhir, ketegangan Tiongkok-Jepang juga 
meningkat terkait konflik teritori sejumlah pulau di Laut Tiongkok Timur. Kapal 
patroli dan pesawat militer dari kedua negara sekarang secara rutin bayangan satu 
sama lain di daerah. 
                                                           





Dalam upaya untuk melindungi pulau-pulau terpencil, Kementerian 
Pertahanan Jepang ingin membeli enam F-35 pesawat tempur siluman dari 
Lockheed Martin Corp serta 20 P-1 pesawat patroli dari Kawasaki Heavy 
Industries Ltd. Pemerintah juga memunculkan pembelian masal melalui proyek 
multi-tahun untuk pengadaan SUBS, Drone, Destroyer. Jepang juga akan upgrade 
kapal selam kelas Soryu dengan menanamkan sejumlah teknologi baru, Daftar 
belanja Jepang juga termasuk pesawat pengintai tak berawak dan helikopter. 



















DAMPAK PENERAPAN AIR DEFENSE IDENTIFICATION ZONE (ADIZ) 
TIONGKOK TERHADAP JEPANG 
 
A.  Respon Jepang terhadap penerapan ADIZ (Air Defense Identification 
Zone) Tiongkok 
 Tiongkok telah memutuskan untuk menerapkan ADIZ di wilayah Laut 
Tiongkok Timur. Meskupun mendapat kecaman dari berbagai pihak. Tiongkok 
tetap konsisten menetapkan wilayah jangkau ADIZ. Berbagai respon telah muncul 
untuk menanggapi penerapan ADIZ Tiongkok ini. Salah satu negara yang 
memberi respon adalah Jepang. Mengingat, negara tersebut secara geografis 
berbagi batas dengan Tiongkok. 
 Jepang memberikan respon negative terhadap kebijakan ADIZ karena 
melihat kebijakan tersebut sebagai tindakan unilateral yang mengancam. 
Unilateral di sini dimaksudkan sebagai Jepang memberikan respon negative 
terhadap kebijakan ADIZ karena melihat kebijakan tersebut sebagai tindakan 
unilateral yang mengancam tindakan tanpa adanya pembicaraan sebelumnya 
dengan negara-negara terkait.   
Selain meningkatnya militer Tiongkok diasumsikan sebagai ancaman bagi 
keamanan Jepang. Persengketaan pulau diaoyu (Senkaku) menjadi concern bagi 
Jepang. Tanggapan tentang pengembangan militer Tiongkok pun mendapat 
respon dari Perdana Menteri Jepang Shinzo Abe yang mengatakan “Ada 
kekhawatiran bahwa Tiongkok berupaya untuk mengubah status quo dengan 
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kekuatan, bukan dengan aturan hukum. Tapi kalau Tiongkok memilih untuk 
mengambil jalan itu, maka tidak akan dapat muncul secara damai.
59
 Hal-hal inilah 
yang melatarbelakangi alasan Jepang perlahan-lahan mengubah kebijakan 
pertahanannya di tahun 2007-2010 menjadi lebih dinamis dan aktif yang dikuti 
dengan peningkatan dan pengembangan kapabilitas militernya serta memperkuat 
aliansinya dengan Amerika Serikat. 
 Penerapan ADIZ oleh pemerintah Tiongkok di Laut Tiongkok timur 
mengakibatkan ketegangan antara Jepang dengan Tiongkok meningkat. Hubungan 
politik kedua negara yang sering mengalami pasang surut dan komentar keras dari 
masing-masing pihak karena perbedaan persepsi politik kembali menjadi pusat 
perhatian dunia dengan adanya peristiwa ini. Di mana sebelumnya kedua negara 
telah memiliki sejarah hubungan yang tidak begitu harmonis seperi misalnya 
kasus Nanking. 
 Pemerintah Jepang telah menganggap Tiongkok sebagai ancaman bagi 
keamaman negaranya. Secara historis, Tiongkok yang pernah menjadi salah satu 
kekuatan besar yang ada dunia sewaktu-waktu bisa kembali pada masa jayanya. 
Dengan penerapan zona identifikasi udara baru ini mempertegas pandangan 
masyarakat Jepang akan ketakutannya terhadap Tiongkok di bidang keamanan. 
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 Pertama, Nasionalisme Tiongkok yang sering  menunjukkan sikap yang 
dianggap berlebihan mengakibatkan reaksi yang cenderung menilai Tiongkok 
bersikap agresif dalam melaksanakan hubungannya dengan negara di kawasan 
Asia Timur, terutama mereka yang dianggap menentang kepentingan politiknya di 
Selat Tiongkok Selatan dan di Taiwan. Agresif yang dimaksud bahwa Tiongkok 
lebih cepat dalam merespon kejadian-kejadian internasional dengan sikap yang 
sangat menjunjung tinggi kepentingan negaranya seperti keputusan-keputusan 
yang diambil dalam menyelesaikan sengketa wilayah. Hal ini mengakibatkan 
negara-negara lain yang akan melakukan hubungan dengan Tiongkok dengan rasa 
khawatir yang tinggi.  
 Kedua, Tiongkok telah berhasil mengembangkan persenjataan canggih 
yang mampu mengimbangi persenjataan pertahanan Jepang dan sudah 
mengembangkan mesin perang untuk offensive. Beberapa persenjataan canggi 
yang dikembangkan Tiongkok pada tahun 2013 adalah Pesawat Siluman 
“Chengdu J-20” atau J-20 Black Eagle Mighty Dragon yang dibuat oleh Ilmuwan 
Tiongkok di Aircraft Chengdu Industry dari hasil kesuksesan melakukan tiruan 
kloning dan meneliti secara detail komponen Pesawat Siluman Amerika Serikat F-
117 yang pernah jatuh di serbia pada tahun 1999. Ada juga Helikopter canggih 
WZ-10 Wuzhuang Zhisheng dan Kapal Induk yg dinamakan Liaoning yang dibeli 
dari Kapal Induk bekas milik Rusia.
61
 Dengan pengembangan persejataan canggih 
ini, Tiongkok ingin menunjukkan bahwa kerjasama Jepag dengan AS dapat 
mereka imbangi dengan kemampuan militer yang telah dikembangkan oleh 
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budget, diakses pada talggal 5 oktober 2014. 
69 
 
negara ini. Tiongkok akan memberikan pertanda untuk Jepang agar lebih hati-hati 
dalam melakukan dan menerapkan kebijakannya di wilayah Asia Timur. 
 Ketiga, kemajuan ekonomi dan industri yang dicapai Tiongkok, 
menyebabkan terjadi persaingan dengan Jepang untuk mendapatkan suplai energi. 
Hampir semua cadangan energi Jepang berupa minyak, batu bara, dan gas alam, 
bergantung pada pasokan luar negeri. Dari total konsumsi energi nasional Jepang, 
minyak masih menjadi yang paling utama. Di tahun 2007 saja, konsumsi minyak 
Jepang mencapai hampir 5 juta barel perhari, menjadikannya sebagai konsumen 
terbesar ketiga di dunia setelah AS dan Tiongkok.
62
 Kemajuan ekonomi dan 
industri yang begitu pesat membuat persaingan di bidang ekonomi kedua negara 
ini semakin ketat. Perang perekonomian akan menjadi salah satu ruang untuk 
menunjukkan rivalitas kedua negara ini. 
 Persepsi ancaman Jepang kepada Tiongkok memang tidak bisa dilepaskan 
dari sikap masyarakat Tiongkok terhadap Jepang pada umumnya masih sangat 
dipengaruhi oleh jaman pendudukan masa lalu, dan kunjungan pemimpin Jepang 
ke kuil Yasukuni dinilai sebagai sikap pemerintah Jepang mendukung militerisme 
dan kolonialisme Jepang. Di Tiongkok, Masih banyak pihak yang sangat 
mengkhawatirkan munculnya kembali militerisme Jepang. Sikap ini setidaknya 
lebih mempersulit permasalahan bilateral yang sedang memperebutkan kepulauan 
Senkaku (istilah Jepang) atau Diaoyutai (Tiongkok). 
 Kebijakan ADIZ menjadi sumber kesalahpahaman antara Jepang dan 
Tionglok karena Jepang menganggap kebijakan ADIZ melanggar wilayah teritori 
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Pulau Senkaku yang hingga kini masih menjadi perebutan kedua negara. 
Beberapa pesawat Angkatan Udara dari Tentara Pembebasan Rakyat Tiongkok 
memasuki wilayah udara teritorial Senkaku hanya beberapa jam setelah 
pengumuman ADIZ, mendorong Jepang untuk mengerahkan beberapa jet tempur. 
Langkah ini terjadi satu hari setelah Tiongkok mengerahkan beberapa kapal 
Penjaga Pantai yang secara singkat memasuki wilayah maritim Senkaku. 
Kebijakan pemerintah Tiongkok telah mendapat respon dari pemerintah 
Jepang. Melalui Perdana Menterinya, Shinzo Abe menyatakan bahwa langkah-
langkah oleh pihak Tiongkok tidak memiliki validitas apa pun untuk Jepang, dan 
Jepang menuntut Tiongkok mencabut langkah-langkah yang bisa melanggar 
kebebasan penerbangan di wilayah udara internasional. Abe juga menjelaskan 
bahwa kebijakan pemerintah jepang ini dapat mengundang terjadinya hal yang 
tidak terduga dan juga hal yang sangat berbahaya.
63
 
Penentuan batas wilayah udara terdapat perbedaan persepsi cara mengukur 
batas wilayah udara. Perbedaan tersebut antara lain apabila ditarik garis tegak 
lurus dari permukaan bumi keatas, luas daratan dan lautan sama dengan luas 
udara, ada daerah yang lowong dan dapat menimbulkan masalah. Akhirnya 
disepakati menarik garis dari pusat bumi sampai batas ruang angkasa/antariksa 
membentuk kerucut terbalik. Oleh karenanya luas daerah udara lebih luas dari 
pada luas daratan dan lautan. 
Terlepas bahwa isi peraturan ADIZ Laut Tiongkok Timur memiliki 
kesamaan dengan ADIZ lainnya, tetapi keberadaannya dipastikan memicu 
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masalah besar jika dihadapkan pada teori dan prinsip internasional yang menjadi 
dasar keabsahan ADIZ. Landasan utama pembuatan ADIZ mengacu pada Bab 1 
Konvensi Chicago tahun 1944 bahwa "setiap negara memiliki kedaulatan yang 
eksklusif dan komplet atas ruang udara di atas wilayah kedaulatannya".  ADIZ 
hanya boleh dibuat di wilayah udara kedaulatan yang sah.  Maka, keputusan 
Tiongkok memberlakukan ADIZ dengan memasukkan wilayah Senkaku yakin 
tidak disebabkan oleh ketidaktahuan Tiongkok atas aturan dalam Konvensi 
Chicago, tetapi untuk mengirim sinyal ke dunia bahwa Kepulauan Senkaku adalah 
wilayah kedaulatannya. 
Tiongkok melakukan penerapan ADIZ ini untuk melindungi keamanan 
negaranya, khususnya dari faktor eksternal. Apalagi sampai saat ini wilayah Laut 
Tiongkok Timur khususnya Senkaku atau Diaoyutai masih belum jelas status 
hukumya. Seperti yang dijelaskan John H. Herz bahwa setiap negara mempunyai 
saling kecurigaan satu sama lain. Tapi disisi lain kebijakan yang diterapkan oleh 
Tiongkok ini juga mendapat respon yang sama, Jepang merasa keamanannya 
terganggu kerena secara teritorial kebijakan Tiongkok ini telah mengiris wilayah 
teritorial  Jepang. Hal ini jelaskan menggambarkan situasi security dilemma bagi 
kedua negara ini. Rober Jervis menjelaskan bahwa Security Dilemma dapat 
didefenisikan sebgai sebuah aksi dan reaksi antar beberapa negara. Aksi yang 
ditunjukkan oleh Tiongkok dengan mendeklarasikan ADIZ di kawasan Laut 
Tiongkok Timur akan mendapat reaksi dari Jepang. Reaksi dari Jepang muncul 
karena kebijakan Tiongkok ini secara teritorial mengganggu kedaulatan Jepang. 
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Tindakan yang dilakukan oleh negara-negara di Asia Timur khususnya 
Tiongkok dan Jepang untuk meningkatkan keamanannya akan berakibat pada 
adanya saling merespon antara negara yang satu dengan negara yang lainnya. Hal 
tersebut terlihat di mana setiap negara di Asia Timur akan meningkatkan dan  
mengeluarkan belanja petahanan yang terus membesar dan ini berarti bahwa  
mereka tidak semakin aman, tetapi justru semakin mendekati ambang perang yang 
semakin berbahaya dan dilemma keamanan (Security Dilemma) di kawasan Asia 
Timur akan terus terjadi.  
Adapun sebagai responterhadap ADIZ Tiongkok, Jepang melalui parlemen 
mengeluarkan resolusi yang meminta Tiongkok membatalkan ADIZ-nya, 
Kementerian Luar Negeri Tiongkok menyatakan bahwa tuduhan Jepang mengenai 
agresivitas Tiongkok sama sekali tak berdasar dan telah mencampuradukkan yang 
benar dan yang salah. Sedangkan terhadap Amerika Serikat, media Tiongkok 
menilai bahwa reaksi Amerika Serikat tersebut hanyalah cerminan ketakutan atas 
bangkitnya Tiongkok sebagai kekuatan utama dunia. 
Pemberlakuan ADIZ Laut Tiongkok Timur dapat memberi gambaran 
buruk bagi masa depan Asia Timur. Konflik senjata pasti tidak akan terhindarkan 
jika Tiongkok tidak menarik mundur batas ADIZ itu ke dalam wilayah 
kedaulatannya. Jika Tiongkok bersikeras, Jepang dapat menerapkan ADIZ dalam 
wilayah yang sama dengan ADIZ Tiongkok. Maka, tidak bisa dihindari, Tiongkok 
dan Jepang akan berebut menjadi otoritas keamanan di wilayah sengketa dan bisa 
jadi akan terjadi konflik di wilayah udara ADIZ Laut Tiongkok Timur. Dan pada 
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akhirnya akan menimbulkan ketidakstabilan kemanan di kawasan Asia Timur 
bahkan hingga ke Asia Tenggara 
Seperti yang dijelaskan oleh Waltz, bahwa tiap negara berhak menentukan 
bagi dirinya bagaimana ia menghadapi masalah-masalah interal dan eksternal. 
Dalam kasus ini, Jepang berhak melakukan respon terhadap kebijakan yang telah 
diterapkan oleh pemeritah Tiongkok. Respon yang diberikan oleh Jepang akan 
disesuaikan dengan sejauh mana kebijakan penerapan ADIZ Tiongkok ini 
berpengaruh.  
Kebijakan penerepan ADIZ Tiongkok yang didasarkan untuk menjaga 
wilayah teritorial Tiongkok yang menjadi tanda bagi kedaulatan negara ini 
ternyata mendapat respon negatif dari Jepang. Hal ini dapat dilihat dengan upaya 
Jepang yang berusaha menunjukkan sikap tidak setuju dengan kebijakan ini. 
Jepang, di bawah pemimpinnya yang kuat dan pro-Amerika, Perdana Menteri 
Shinzo Abe, telah menyatakan secara jelas bahwa Jepang tidak akan mundur. 
Reaksi Jepang terhadap ADIZ baru Tiongkok dikemukakan secara langsung dan 
marah. Gerakan Tiongkok telah mendorong Jepang semakin dekat dengan 
Amerika Serikat.  Hal ini akan melegitimasi campur tangan Amerika Serikat di 
kawasan tersebut 
Sebagai mitra kerja Jepang di bidang keamanan, Amerika Serikat 
melakukan respon cepat terhadap ADIZ Tiongkok ini. Jet tempur Jepang 
dilaporkan membayang-bayangi Pesawat Tiongkok. Kejadian tersebut 
berlangsung di Laut Tiongkok Timur di mana Pulau Senkaku terletak. kejadian 
masuknya jet tempur Jepang, disampaikan oleh Kementerian Pertahanan 
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Tiongkok. Menurut mereka, karena Jepang telah memasuki daerah tersebut, 
Pemerintah Tiongkok harus mengambil langkah pengamanan. 
"Jet tempur F15 dua kali berupaya membayangi pesawat patroli Tiongkok. 
Angkatan Udara Tiongkok telah mengambil langkah yang layak, adil dan 
terkendali demi merespons ancaman tersebut," sebut Juru Bicara Angkatan Udara 
Tiongkok, Kolonel Shen Jinke, seperti dikutip dari Reuters.
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Seperti halnya dengan Jepang, Amerika Serikat melakukan operasi 
penerbangan rutin dengan menerbangkan dua pesawat bomber jarak jauh strategis 
B-52 yang tidak dipersenjatai di atas daerah sengketa di Laut Tiongkok Timur 
pada sebuah latihan udara. Amerika Serikat tidak mematuhi petunjuk Beijing 
seperti yang dinyatakan pada ADIZ, yaitu mengajukan pemberitahuan 
sebelumnya bagi semua penerbangan, dan secara jelas Amerika Serikat. 
mengindikasikan bahwa Amerika Serikat tidak mengakui ADIZ baru ini atau 
bermaksud mengubah pengoperasian rutin yang dijalankannya. 
Amerika Serikat yang dalam hal ini adalah mitra Jepang dalam bidang 
keamanan, berusah tetap melakukan tindakan-tindakan yang dianggap perlu untuk 
membantu pemerintah Jepang. Amerika Serikat merasa punya tan ggung jawab 
atas kondisi keamanan Jepang. Oleh sebab itu, Amerika Serikat menganggap 
perlu ada tindakan-tindakan untuk merespon ADIZ Tiongkok ini.  
 Usaha yang dilakukan Amerika Serikat mengindikasikan bahwa usaha 
penerapan ADIZ Tiongkok ini dapat mengganggu stabilitas di wilayah Asia 
Timur Bahkan ke kawasan lain disekitarnya. Tindakan yang dilakukan oleh 
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Amerika Serikat ini adalah sebuah tindakan yang wajar karena masing-masing 
negara punya kekhawatiran tersendiri atas ancaman yang dianggap mampu 
mengganggu keamanan negaranya. Amerika Serikat merasa bertanggung jawab 
atas situasi yang sedang dialami Jepang sebagai bentuk perhatian Amerika Serikat 
terhadap Jepang. 
 
B. Dampak Penerapan ADIZ (Air Defense Identification Zone)   Tiongkok 
terhadap Hubungan Bilateral Jepang-Tiongkok 
Secara garis besar, kebangkitan Tiongkok sebagai kekuatan besar dari 
Asia Timur bukan merupakan hal yang menjadi kejutan bagi dunia internasional. 
Berangkat dengan modal yang sangat melimpah, yaitu sumber daya alam serta 
manusia yang sangat besar, Tiongkok mampu mengakomodasi kesemuanya tanpa 
harus mengorbankan apa yang pernah dicapainya terlebih dahulu. Kebangkitan 
Tiongkok ini juga dilandasi dengan kondisi stabil Asia Timur yang memandang 
bahwa kebangkitan Tiongkok ini tidak akan merusak hubungan dengan negara 
tetangganya. Negara-negara Asia timur sendiri memandang bahwa Tiongkok 




Namun, kebangkitan Tiongkok di bidang ekonomi justru membuat 
Tiongkok juga mengalami kemajuan pesat di bidang militer. Tiongkok dikenal 
jarang mengungkapkan kekuatan militernya, yang diduga berkembang pesat 
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seiring dengan pertumbuhan ekonominya yang dinamis. Anggaran militer yang 
melimpah membuat Tiongkok dapat melakukan pembaharuan dalam bidang 
milter dan menerapkan aturan-aturan baru di bidang pertahanan yang bisa menjadi 
momentum untuk merusak stabilitas keamanan di kawasan Asia Timur. Salah 
satunya dengan penerapan ADIZ. 
Dengan adanya keputusan Tiongkok untuk menerapkan ADIZ 
menimbulkan kekhawatiran negara- negara di Asia Timur khususnya Jepang. 
Kebangkitan ekonomi Tiongkok mendorong Tiongkok untuk dapat melakukan 
ekspansi baik secara ekonomi maupun wilayah. Ekpansi wilayah yang 
dimaksudkan adalah Tiongkok akan berusaha mempertegas status wilayah-
wilayah sengketa, salah satunya adalah Senkaku atau Daiyaou. Usaha Tiongkok 
ini akan menggangu hubungan antara Tiongkok dan Jepang. 
Penerapan ADIZ Tiongkok di wilayah Laut Tiongkok Timur menjadi 
suatu titik kemunduran bagi hubungan diplomatik kedua negara ini. Permasalahan 
penerapan ADIZ ini berdampak pada permasalahan sengketa wilayah yang 
menjadi faktor utama masih belum normalnya hubungan diplomatik kedua negara 
ini. Belum normal yang dimaksud adalah masih sering terjadi ketersinggungan-
ketersinggungan yang berawal dari isu sengketa wilayah dan akhirnya berujung 
pada isu konflik antar Tiongkok dengan Jepang. 
Keputusan Tiongkok untuk menetapkan ADIZ di Laut Tiongkok Timur  
telah meningkatkan ketegangan di kawasan yang sejak awal telah menunjukkan 
persaingan yang ketat dan meredam optimisme Jepang untuk memperbaiki 
hubungannya dengan Tiongkok. Permasalahan yang menyertai pengumuman 
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penetapan ADIZ bukanlah mengenai legitimasi Tiongkok untuk menetapkan zona 
itu tetapi mengenai langkah unilateral dan mau menang sendiri yang diberlakukan 
oleh Tiongkok. Keputusan Tiongkok ini menunjukkan sikap bahwa Tiongkok 
tidak mendahulukan kepentingan bersama akan tetapi lebih mementingkan 
kepentingannya sendiri.  
Sejak awal kebijakan Tiongkok yang dilakukan secara sepihak ini 
menimbulkan kecaman dari negara-negara Asia Timur khususnya Jepang. 
Meskipun mendapat tentangngan dari negara lain, Tiongkok tetap merasa bahwa 
keputusan yang dilakukannya adalah sebuah hal yang wajar. Keputusan yang 
diterapkan Tiongkok ini dianggap wajar karena atas dasar menjaga kedaulatannya. 
Seperti yang dijelaskan oleh Bodin bahwa kedaulatan tidak terbatas baik dalam 
kekuasaan, dalam fungsi, atau dalam selang waktu. Tiongkok merasa punya 
kedaulatan penuh atas wilayahnya dan dapat menjaga wilayahnya dengan segenap 
kemampuan yang dimilikinya termasuk dengan metode ADIZ.  
Hubungan Tiongkok dengan Jepang sendiri naik turun selama beberapa 
waktu. Tetapi sebenarnya Beijing dalam beberapa bulan terakhir sudah memberi 
sinyal bahwa pihaknya punya kemauan untuk memperbaiki hubungan. Sinyal 
tersebut meliputi penerimaan sebuah delegasi 100 pemimpin bisnis top Jepang, 
sebuah forum di Beijing untuk orang-orang berpengaruh dari kedua negara dalam 
upaya mencairkan hubungan, pertemuan para purnawirawan militer kedua negara 
untuk mencari solusi menghindari konflik bersenjata, laporan-laporan mengenai 
adanya kunjungan rahasia ke Tokyo oleh seorang pejabat tinggi Tiongkok, 
78 
 
instruksi media Tiongkok untuk tidak melebih-lebihkan sentiment anti Jepang dan 
kontrol atas produksi drama TV lokal yang berbau anti-Jepang.
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Jepang juga melakukan balasan. Perdana Menteri Shinzo Abe bisa 
menahan diri untuk tidak mengunjungi kuil Yasukuni, tempat penghormatan 
untuk korban-korban perang dunia II Jepang. Ia juga melakukan lawatan khusus 
bagi seorang murid Tiongkok yang menyelamatkan seorang anak Jepang yang 
tenggelam. Selain itu sebuah delegasi para pemimpin bisnis Tiongkok juga 
diperlakukan sangat spesial ketika mengunjungi Jepang bulan lalu. Namun, usaha-
usaha yang coba dilakukan oleh kedua negara ini sepertinya akan berakhir tanpa 
hasil.  
Fakta bahwa zona ini meliputi kepulauan Senkaku-Diaoyu pada akhirnya 
hanya menambah sentimen anti-Tiongkok yang tengah berkembang di Jepang. 
Hal ini mengindikasikan bahwa sebenarnya Tiongkok sudah melakukan sesuatu 
bagi Abe. Seperti diketahui, selama berbulan-bulan pemimpin Jepang itu berusaha 
untuk meyakinkan parlemen supaya Jepang boleh meningkatkan pengamanan 
dalam negeri dan kemampuan militer meski selalu ditolak mentah-mentah. Berkat 
Tiongkok, kini Abe berhadapan dengan parlemen yang bersikap lebih bisa 
berkompromi. Parlemen Jepang sepertinya akan meningkatkan kemampuan 
militer untuk mengimbangi teror yang dilakukan oleh Tiongkok. 
Selain itu, pemerintah Jepang telah menunjukkan sikap kewapadaannya 
terhadap Tiongkok sebagaimana yang dituliskan dalam Buku Putih Pertahahan 
Jepang. Buku Putih tersebut memuat sejumlah persoalan yang berada di sekitar 
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Jepang, seperti isu kedaulatan wilayah dan reunifikasi, serta peningkatan potensi-
potensi masalah lainnya yang berkaitan dengan wilayah, kedaulatan, atau pun 
kepentingan ekonomi maritim. Kementerian Pertahanan Jepang menegaskan 
bahwa Jepang sedang menghadapi lingkungan keamanan yang semakin 
memburuk akibat peningkatan aktivitas militer di kawasan yang dilakukan 
negara-negara tetangganya, dan karena itu Jepang harus meningkatkan 
kemampuan keamanannya. Jepang juga memberikan perhatian pada tren 
modernisasi dan peningkatan kekuatan militer negara-negara tetangganya. Dengan 
kondisi demikian, menurut Jepang, persoalan-persoalan keamanan dan faktor-
faktor yang dapat menggangu stabilitas kawasan Asia Pasifik akan semakin 
serius. Di samping itu, BukunPutih ini juga menyinggung isu reinterpretasi 
terhadap konstitusi Pacifist-nya yang memungkinkan kekuatan militer Jepang 
untuk terlibat dalam collective self-defense, sebuah pergeseran keamanan yang 
memiliki signifikansi historis. 
Dalam Buku Putih Pertahanan Jepang ini, dengan jelas disebutkan bahwa 
Tiongkok dengan ADIZ-nya di kawasan Laut Tiongkok Timur menjadi suatu 
ancaman bagi pemerintah Jepang. Kementerian Luar Negeri Tiongkok 
mengekspresikan kekecewaannya terhadap Buku Putih ini. Dalam pandangan 
Tiongkok, Buku Putih tersebut sangat bertentangan dengan keinginan yang 
Jepang sampaikan sebelumnya untuk meningkatkan hubungan bilateral kedua 
negara. Buku Putih pertahanan Jepang menempatkan pertumbuhan militer 
Tiongkok sebagai ancaman, sementara Tiongkok sendiri menganggap 
pertumbuhan militer dan aktivitas maritim yang mereka jalankan berlangsung 
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secara normal dan tidak perlu dipandang sebagai ancaman. Bagi Tiongkok, sikap 
Jepang itu justru dapat meningkatkan potensi ketegangan di antara kedua negara. 
Dalam penilaian Tiongkok, Jepang telah menggunakan isu „Tiongkok 
sebagai ancaman‟ sebagai pembenaran untuk melakukan pengembangan 
militernya sendiri dan melepaskan diri dari batasan-batasan yang berlaku selama 
ini pada militernya. Tindakan tersebut, bagi Tiongkok, sangat tidak bertanggung 
jawab dan dapat membahayakan hubungan kedua negara. Tiongkok berharap 
Jepang dapat lebih mengutamakan kepentingan bersama kedua negara, serta 
perdamaian dan stabilitas kawasan secara keseluruhan. Jepang diharapkan dapat 
berpandangan positif dan menjalankan kebijakan postif pula terhadap Tiongkok 
demi mengembangkan sikap saling percaya dan meningkatkan hubungan bilateral 
kedua negara. 
Secara tidak langsung, hubungan yang terjalin antara Tiongkok dan Jepang 
adalah hubungan aksi reaksi dalam artian negatif. Jepang yang merasa terancam 
atas tindakan Tiongkok ini akhirnya terpaksa melakukan tindakan balasan. Hal ini 
akan menggambarkan keadaan securty dilemma dimana spiral aksi-reaksi dapat 
terjadi antara dua negara sehingga akan mengeluarkan anggaran militer yang terus 
makin membesar dan ini berartidua negara ini akan merasa semakin tidak aman, 
dan akan mendekati ambang perang yang berbahaya.  
 ADIZ Tiongkok ini telah memberikan referensi baru mengenai hubungan 
antara Tiongkok dengan Jepang. Situasi security dilemma telah mengambarkan 
hubungan kedua negara ini. Sebelum terbentuknya ADIZ Tiongkok di wilayah 
Laut Tiongkok Timur, kedua negara ini berusaha untuk mempererat hubungan 
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diplomatiknya dan berusaha melupakan konflik masa lalu. Kedua negara ini juga 
berusaha untuk menghindari hal-hal yang dapat mengganggu hubungan kedua 
negara ini, dan kedua negara ini saling merespon satu dengan yang lainnya. ADIZ 
Tiongkok akhirnya akan menjadi titik balik dari hubungan baik yag telah 
diusahakan oleh kedua negara ini. Permasalah ADIZ ini kan berdampak pada 
berubahnya orientasi hubungan kedua negara ini menjadi konflik, dan yang paling 


















1. Penerapan ADIZ Tiongkok di kawasan Laut Tiongkok Timur mendapatkan 
respon negatif dari negara-negara tetangga Tiongkok utamanya Jepang. Jepang 
merasa terancam dengan adanya ADIZ Tiongkok di kawasan ini. Apalagi di 
wilayah ini terdapat kepulauan yang masih menjadi sengketa oleh kedua negara 
ini, yaitu Senkaku atau Daiyou. Secara tegas pemerintah Jepang menolak untuk 
mengakui ADIZ ini sehingga terjadilah ketegangan di wilayah Laut Tiongkok 
Timur. 
2. Keputusan pemerintah Tiongkok untuk menerapkan ADIZ di Wilayah Laut 
Tiongkok Timur mengarahkan hubungan antara Tiongkok dengan Jepang ke 
arah yang lebih buruk. Penetapan ADIZ ini bisa menjadi momuntum untuk 
kembali rusaknya hubungan bilateral kedua negara ini. Penerapan ADIZ ini 
dapat membuat usaha kedua negara ini untuk melupakan permusuhan dan 
perselisihan yang terjadi di masa lampau menjadi sia-sia. Hal ini disebabkan, 
mulai munculnya kekhawatiran dan rasa tidak percaya antara kedua negara ini. 
Hubungan baik yang mulai dibangun oleh kedua negara ini seakan mulai 
menunjukkan fase kemunduran. Permasalahan sengketa batas wilayah yang 
menjadi inti dari perdepatan ADIZ Tiongkok ini akan mempengaruhi 
kerjasama-kerjasama yang telah dilakukan oleh Tiongkok dan Jepang, bahkan 
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akan berdampak pada kerajasama ekonomi yang mulai terjalin diantara kedua 
negara ini.  
B.  Saran-saran 
1. Penerapan ADIZ Tiongkok diwilayah Laut Tiongkok Timur yang meng-cover 
kepulauan Senkaku atau Diayou telah memberikan efek kejut bagai negara-
negara Asia Timur utamanya Jepang. Hal ini dikarenakan kepulauan ini masih 
dalam status sengketa. Sebaiknya Tiongkok meninjau ulang cakupan ADIZ-
nya untuk menghindari terjadinya konflik terbuka di wilayah ini. Peninjauan 
ulang cakupan ADIZ ini diharapkan mampu  mengurangi ketegangan yang 
terjadi di Wilayah Laut Tiongkok Timur. Selain itu, Tiongkok juga dapat 
memberikan penjelasan yang lebih dapat diterima oleh negara-negara yang 
merasa terancam dengan adanya ADIZ ini.  
 2. Sengketa Kepulauan Senkaku atau Diayou seharusnya diselesaikan secepat 
mungkin. Hal ini dilakukan untuk menghindari tumpang tindihnya wilayah 
kedaulatan antara Tiongkok dan Jepang. Peran pihak ketika mungkin dapat 
membantu untuk memediasi permasalahan sengketa wilayah ini. Pihak ketiga 
yang dimaksudkan adalah peran dari Perserikatan Bangsa-Bangsa untuk dapat 
membantu dalam penyelesaian masalah senketa wilayah antara Tiongkok 
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